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Eka Djunaeni. Pengaruh Sikap, Motivasi Masyarakat Dan Kepemimpinan 
Kepala Kelurahan Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi 
Dan Bangunan Di Kelurahan Margadana Kota Tegal. 
Tujuan penelitian ini adalah1). Untuk menganalisis pengaruh sikap terhadap 
partisipasi masyarakat, 2). Untuk menganalisis pengaruh motivasi masyarakat 
terhadap partisipasi masyarakat, 3). Untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan 
kepala kelurahan terhadap partisipasi masyarakat. 
Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 
kuesioner, dan studi kepustakaan.  Sedangkan metode analisis data dan pengujian 
hipotesis yang digunakan adalah pengujian instrument penelitian, uji asumsi 
klasik, analisis regresi linier berganda, pengujian hipotesis, dan analisis koefisien 
determinasi. 
Berdasarkan hasil penelitian ini membuktikan bahwa sikap berpengaruh 
terhadap partisipasi masyarakat dibuktikan dari pengujian hipotesis dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,036. Penelitian ini membuktikan bahwa motivasi 
masyarakat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dibuktikan dari 
pengujian hipotesis dengan nilai signifikansi sebesar 0,005. Penelitian ini 
membuktikan bahwa kepemimpinan kepala kelurahan berpengaruh terhadap 
partisipasi masyarakat dibuktikan dari pengujian hipotesis dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,000. 
 
 










Eka Djunaeni. The Influence of Attitudes, Community Motivation and 
Leadership of Head of Sub-District on Community Participation in Paying Land 
and Building Taxes in Margadana Sub-District, Tegal City. 
The purpose of this study is 1). To analyze the influence of attitudes on 
community participation, 2). To analyze the influence of community motivation on 
community participation, 3). To analyze the influence of kelurahan head 
leadership on community participation. 
Data collection methods used in this study were questionnaires, and 
literature studies. While the method of data analysis and hypothesis testing used is 
testing the research instrument, classic assumption test, multiple linear regression 
analysis, hypothesis testing, and coefficient of determination analysis. 
Based on the results of this study prove that attitudes influence the 
participation of the community proved by testing the hypothesis with a 
significance value of 0.036. This study proves that people's motivation influences 
public participation as evidenced by hypothesis testing with a significance value 
of 0.005. This study proves that the leadership of the kelurahan head has an effect 
on community participation as evidenced by testing the hypothesis with a 
significance value of 0,000. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 
Umum Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Dilihat dari kewenangan pemerintah, pajak dibedakan atas pajak pusat dan 
pajak daerah. Dalam menjalankan pemerintahan, baik pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah mengandalkan penerimaan dari berbagai sektor. 
Salah satu sektor yang paling diandalkan oleh pemerintah yaitu pendapatan 
yang berasal dari pajak. Pajak merupakan salah satu alat yang digunakan oleh 
pemerintah dalam rangka mencapai tujuannya yaitu untuk mendapatkan 
penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari 
masyarakat (Arjani, 2017:1). 
Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang 
berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat membutuhkan dana yang cukup 
besar. Potensi penerimaan pajak begitu penting dalam menunjang keberhasilan 
pembangunan daerah. Salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia yakni 




jenis pajak pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada Pemerintah 
Daerah Kabupaten/ Kota (Sumarauw, 2017:3).  
Pajak Bumi dan Bangunan termasuk sumber keuangan negara dan 
pemungutannya sudah didasarkan pada Undang-Undang, ini berarti bahwa 
pemungutan pajak sudah disepakati bersama antara pemerintah dengan 
masayarakat. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri 
merupakan sector yang potensial, penerimaan dari sektor ini selanjutnya 
dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasaran 
kepentingan umum. Mengingat betapa pentingnya peran dalam keikutsertaan 
dalam menanggung pembiayaan Negara, maka dituntut adanya kesadaran 
masyarakat untuk membayar Pajak dan Bangunan dengan benar dan sesuai 
dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Namun kenyataannya 
banyak hambatan yang dihadapi dalam pemungutannya. Hal ini disebabkan 
karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, kondisi 
masyarakat yang kurang dan bahkan tidak mengerti pajak, sehingga mereka 
tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Mengingat 
kesadaran masyarakat dalam membayar pajak PBB sangat penting maka untuk 
meningkatkan penerimaan Negara yang digunakan sebagian besar untuk 
daerah wajib pajak itu sendiri (Handayani, 2017:2). 
Secara umum tujuan pengalihan pengelolaan PBB P2 ke pemerintah 
daerah adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah. 
Pemerintah daerah akan terdorong untuk lebih berhati-hati dalam 




penerimaan asli daerah. Masyarakat akan mendorong pemerintah daerah agar 
lebih transparan dan akuntabel karena mereka harus membayar pajak daerah. 
Pemerintah daerah juga diberikan kebebasan untuk menentukan tarif pajak 
dengan berpedoman pada peratuan yang berlaku. Selain untuk meningkatkan 
akuntabilitas pemerintah daerah, pengalihan PBB P2 juga bertujuan untuk 
meningkatkan kinerja pemungutan pajak melalui peningkatan kualitas 
pelayanan kepada wajib pajak (Sumarauw, 2017:3). 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan memiliki target 
penerimaan setiap tahun yang terus meningkat. Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota di masing-masing wilayah Indonesia telah mengupayakan 
berbagai cara untuk menarik perhatian masyarakat dalam membayar pajak, 
khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan, yakni 
dengan sistem jemput bola menggunakan layanan mobil keliling, pemberian 
hadiah, membuka loket pembayaran di Kelurahan/Desa maupun Kecamatan, 
dan lain-lain. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan maksud agar 
masyarakat dapat memiliki kemauan membayar pajak sebelum tanggal jatuh 
tempo pembayaran. Namun, pemberitaan terkait jumlah pajak terutang yang 
belum dibayar oleh wajib pajak masih menjadi kendala Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota dalam mencapai keberhasilan penerimaan pajak (Setyowati, 
2017:2). 
Salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan PBB dengan 
meningkatkan partispasi masyarakat dalam membayar pajak PBB. Partisipasi 




yaitu: kondisi sistem administrasi pajak suatu negara, pelayanan pada wajib 
pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak yang 
merupakan faktor yang berasal dari pemerintah. Sedangkan faktor yang 
berasal dari dalam diri wajib pajak yaitu : tingkat pemahaman, pengalaman, 
motivasi, sikap penghasilan dan faktor kesadaran perpajakan (Pasaribu, 
2017:2). 
Untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar 
pajak perlu sikap yang positif dari masyarakat. Sikap merupakan evaluasi 
keyakinan atau perasaan positif atau negatif seorang individu ketika harus 
melakukan sebuah perilaku. Keyakinan-keyakinan Wajib Pajak tentang 
partisipasi masyarakat akan menghasilkan sikap terhadap kepatuhan pajak 
baik berupa sikap positif atau sikap negatif. Pada kenyataannya masih banyak 
wajib pajak yang memilih untuk bersikap buruk dengan tidak atau terlambat 
membayar pajak. Hal tersebut terjadi adalah karena Wajib Pajak masih belum 
sadar bahwa pajak merupakan kontribusi positif untuk negara melainkan 
hanya sebatas kewajiban yang akan selesai jika sudah terbayar meskipun 
dengan katerlambatan. Sikap Wajib Pajak tersebut bertentangan dengan 
prinsip pajak itu sendiri yang pada dasarnya merupakan bentuk kontribusi 
masyarakat terhadap negara (Hambali, 2017:3). 
Rendahnya penerimaan pajak umumnya dikarenakan wajib pajak belum 
memiliki motivasi yang kuat untuk sadar dan patuh dalam memenuhi 
kewajibannya dalam hal perpajakan. Motivasi merupakan salah satu faktor 




melaksanakan suatu aktivitas, dalam hal ini adalah motivasi untuk membayar 
pajak, sehingga nantinya tujuan perpajakan dapat tercapai. Diharapkan 
sosialisasi dan upaya yang dilakukan oleh aparat pajak mendapat respon yang 
positif dari wajib pajak kemudian mereka akan sadar dan termotivasi untuk 
sukarela dalam membayar pajak, sehingga target penerimaan dapat tercapai. 
Tanpa adanya motivasi orang akan lemah, pesimis dan tidak ada dorongan 
untuk melakukan suatu aktivitas. Usaha yang dapat dilakukan untuk 
menumbuhkan motivasi wajib pajak adalah dengan dilakukannya sosialisasi 
yang berkelanjutan (terus-menerus) dari kantor pajak dengan memaparkan 
manfaat, fungsi dan kegunaan pajak secara konkret (Pasaribu, 2017:3). 
Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2013, 
tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa “Kelurahan adalah suatu 
wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kerja Kabupaten dan atau daerah kota 
di bawah Kecamatan”. Kepemimpinan dalam suatu wilayah Kelurahan yang 
di bebankan kepada seorang Lurah, menjadi hal penting dalam menumbuhkan 
kesadaran warganya, yang juga merupakan sebuah faktor penting dalam 
menopang pembangunan Kelurahan tersebut. 
Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan 
sangat penting untuk mencapai target yang telah ditetapkan terutama dari 
tingkat yang paling bawah yaitu kelurahan. Keberhasilan partisipasi 
masyarakat dalam membayar PBB di Kelurahan suatu tujuan yang mutlak 
yang harus dicapai, karena kelurahan merupakan ujung tombak dalam 




pajak telah tercapai maka akan sangat membantu dalam peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah (Hambali, 2017:3).  
Menurut Sumarauw (2017), suatu kepemimpinan akan berjalan efektif 
bilamana telah mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Fungsi dalam hal 
ini adalah mempengaruhi dan mengarahkan individu atau kelompok yang 
bertujuan untuk membantu organisasi bergerak kearah pencapaian tujuan. 
Dengan demikian inti kepemimpinan bukan pertama-tama terletak pada 
kedudukannya dalam organisasi, melainkan bagaimana pemimpin 
melaksanakan fungsinya sebagai pemimpin. Selain itu, disinilah figure fungsi 
kepemimpinan adalah sebagai penggerak dan atau pendorong, fungsi dalam 
hal ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak 
Bumi dan Bangunan. 
Permasalahan pajak bumi dan bangunan di Kota Tegal adalah belum 
tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Tegal. untuk 
perolehan pajak dari 1 Januari 2018 hingga 30 September 2018 kemarin baru 
terealisasi sekitar Rp 10 Miliar. Sedangkan target yang ditetapkan untuk tahun 
2018 ini sebesar Rp 12.954.289.899. Berarti, ada sekitar Rp 2 miliar lebih lagi 
yang harus dikejar untuk memperoleh target perolehan PBB tahun 2018. 
Untuk mencapai target tersebut, berbagai upaya terus dilakukan di antaranya 
dengan sosialisasi di setiap kecamatan, kelurahan dan sampai ke rumah warga 
(http://jateng.tribunnews.com).   
Besarnya pajak Bumi dan Bangunan di sampaikan melalui SPPT yang 




wajib pajak, dalam prakteknya ada beberapa kendala salah satunya adalah 
waktu penerimaan SPPT kepada wajib pajak, yang seharusnya pada awal 
tahun wajib pajak berkeinginan membayar namun dia belum mendapatkan 
SPPT sehingga harus menundanya bahkan terdapat Wajib Pajak yang tidak 
mendapatkan SPPT seperti yang semestinya (Prihartanto, 2013:3). 
Pemerintah daerah dalam pelaksanaan penarikan PBB masih banyak 
menghadapi kendala antara lain masih rendahnya partisipasi masyarakat 
dalam membayar PBB. Seperti yang terjadi pada wajib pajak di wilayah 
Kelurahan Margadana Kota Tegal terbukti masih banyaknya masyarakat yang 
terlambat dalam membayar PBB. Hal ini terlihat bahwa realisasi PBB yang 
diterima setiap tahunnya tidak menentu, kadang mengalami kenaikan dan 
penurunan. Selain itu, Kelurahan Margadana menjadi peringkat 27 peringkat 
penerimaan PBB dari 27 Kelurahan (http://jateng.tribunnews.com). 
Penelitian tentang partisipasi membayar pajak telah dilakukan 
beberapa peneliti, diantaranya adalah yang dilakukan oleh Arjani (2017) 
menyimpulkan bahwa secara parsial motivasi dan peran perangkat desa 
berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam 
membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, sedangkan 
moralitas secara parsial tidak berpengaruh secara positif dan signifikan 
terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 
Penelitian Nugraha (2002) yang membuktikan bahwa sikap berpengaruh 




sedangkan penelitian Utomo (2011) membuktikan bahwa sikap tidak berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka menarik untuk 
dilakukan penelitian mengenai “Pengaruh Sikap, Motivasi Masyarakat Dan 
Kepemimpinan Kepala Kelurahan Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam 
Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Margadana Kota Tegal”. 
  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka permasalahan 
dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 
1. Apakah terdapat pengaruh sikap terhadap partisipasi masyarakat dalam 
membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Margadana Kota           
Tegal ? 
2. Apakah terdapat pengaruh motivasi masyarakat terhadap partisipasi 
masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan 
Margadana Kota Tegal ? 
3. Apakah terdapat pengaruh kepemimpinan kepala kelurahan terhadap 
partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di 





C. Tujuan Penelitian 
Dari perumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan 
dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk menganalisis pengaruh sikap terhadap partisipasi masyarakat dalam 
membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Margadana Kota           
Tegal. 
2. Untuk menganalisis pengaruh motivasi masyarakat terhadap partisipasi 
masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan 
Margadana Kota Tegal. 
3. Untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan kepala kelurahan terhadap 
partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di 
Kelurahan Margadana Kota Tegal. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Secara Teoritis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih 
banyak dan lebih luas mengenai hal-hal yang mempengaruhi 
partisipasi maysrakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan. 
Selain itu, dapat membandingkan antara yang dipelajari dengan yang 
ditemukan dalam praktek. 
b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan 




masukan pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih 
lanjut mengenai masalah-masalah perpajakan khususnya Pajak Bumi 
dan Bangunan dan dapat menambah sumber pustaka yang telah ada. 
2. Manfaat Secara Praktis 
a. Bagi pemerintah daerah, sebagai bahan masukan dan informasi yang 
dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dalam membuat 
kebijakan-kebijakan ekonomi. 
b. Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat 
khususnya wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan mengenai arti 
pentingnya pajak dan peran serta masyarakat dalam pembangunan 
sehingga diharapkan masyarakat akan terdorong untuk segera 






A. Landasan Teori 
1. Teori Bakti 
Teori ini didasari paham organisasi Negara (organische staatsleer) 
yang mengajarkan bahwa Negara sebagai organisasi mempunyai tugas 
untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil 
tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan di bidang 
pajak. Dengan sifat seperti itu maka Negara mempunyai hak mutlak untuk 
memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya. 
Menurut teori ini dasar hukum pajak terletak pada hubungan antara rakyat 
dengan Negara, dimana Negara berhak memungut pajak dan rakyat 
berkewajiban membayar pajak (Suandy, 2011:26). 
Sedangkan menurut Waluyo (2014:15) dasar pembenaran hak 
negara untuk memungut pajak adalah bahwa negara mempunyai sifat 
sebagai persekutuan atau kumpulan individu yang tidak dapat hidup 
sendiri. Karena sifatnya yang demikian, maka timbulah hak mutlak negara 
untuk memungut pajak kepada warganya sebagai perwujudan tanda bakti 
dari warga kepada negaranya. 
Melihat sejarah terbentuknya suatu negara, maka teori bakti ini bisa 
dikatakan sebagai adanya perjanjian dalam masyarakat untuk membentuk 




memimpin masyarakat. Karena adanya kepercayaan yang diberikan 
masyarakat kepada negara maka pembayaran pajak yang dilakukan kepada 
negara merupakan bakti dari masyarakat kepada negara, karena negaralah 
yang bertugas menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Teori bakti ini 
disebut juga teori kewajiban pajak mutlak (Ilyas dan Burton, 2011:23).  
Teori ini didasari paham organisasi yang mengajarkan bahwa 
Negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan 
kepentingan umum. Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada 
hubungan rakyat dapat negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, 
rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai 
suatu kewajiban Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang 
diperlukan termasuk keputusan dibidang pajak. Dengan sifat seperti itu 
maka Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat 
harus membayar pajak sebagai tanda baktinya. Menurut teori ini, dasar 
hukum pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan Negara, dimana 
Negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak. 
Kelemahan dari teori ini adalah Negara bisa menjadi otoriter sehinggga 
mengabaikan aspek keadilan dalam pemungutan pajak (Waluyo, 2014:15).  
Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan 
kepedulian, serta tanggung-jawab masyarakat terhadap pentingnya 
pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. 
Pengertian partisipasi/peran-serta pada dasarnya merupakan suatu bentuk 




alasan intrinsik maupun ekstrinsik dalam keseluruhan proses kegiatan 
pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan 
bangunan merupakan perwujudan bakti dari masyarakat kepada negara, 
karena negaralah yang bertugas menyelenggarakan kepentingan 
masyarakat. 
2. Pajak 
Dari segi ekonomi, pajak  merupakan   pemindahan sumber daya 
dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya 
tersebut akan mempengaruhi  daya  beli  atau  kemampuan  belanja dari 
sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap 
kelangsungan usaha, maka sudah seharusnya pajak dikelola dengan baik.  
Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang 
akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran 
rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya, bagi perusahaan 
pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Suandy, 
2016:1).  
Menurut  Soemitro pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara 
(peralihan  kekayaan  dari  sektor  partikulir  ke  sektor  pemerintah)  
berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat 
jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan 




Dari  definisi tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  pajak 
memiliki unsur-unsur (Mardiasmo, 2011:1): 
a. Iuran dari rakyat kepada kas negara  
Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa 
uang (bukan barang). 
b. Berdasarkan undang-undang. 
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 
aturan pelaksanaannya 
c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung 
dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan 
adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 
d. Digunakan  untuk membiayai rumah tangga, yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.  
Pajak diartikan sebagai perwujudan atas kewajiban kenegaraan dan 
partisipasi masyarakat dalam memenuhi keperluan pembiayaan negara dan 
pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran 
yang merata, baik material maupun spiritual. 
Adapun  jenis-jenis  pajak  berdasarkan  golongan,  sifat  dan  
lembaga pemungutnya menurut Mardiasmo (2011:5-6), yaitu : 
a. Menurut golongannya 
1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib 
Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 




2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN). 
b. Menurut sifatnya 
1) Pajak   subjektif,  yaitu pajak yang  berpangkal  atau   berdasarkan  
pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib 
Pajak. Contohnya : Pajak Penghasilan. 
2) Pajak objektif,  yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya : Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 
3) Menurut lembaga pemungutannya 
a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 
Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai. 
b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 
Pajak Daerah terdiri atas pajak propinsi, contoh : pajak kendaraan 
bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor  dan pajak 




Terdapat dua fungsi pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli, 
antara lain: 
a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 
Pajak mepunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah 
satu penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun 
pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya 
memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Menurut  
Mardiasmo (2011: 2) pajak  sebagai  sumber dana  bagi pemerintah 
untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 
b. Fungsi Regulerend (Mengatur) 
Pajak mempunyai fungsi regulerend artinya bahwa pajak mempunyai 
fungsi mengatur yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 
kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan   ekonomi,   dan   mencapai   
tujuan-tujuan   tertentu   di   luar   bidang keuangan. 
Sedangkan  pengertian  fungsi  regulerend  menurut  Rahayu  
(2006:15) adalah bahwa fungsi regulerend disebut juga fungsi 
mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk 
mencapai tujuan tertentu. Di samping usaha untuk memasukkan uang 
untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha 
pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu 




Pemungutan pajak mempunyai dasar hukum yang kuat yaitu UUD 
1945 pasal 23 ayat 2 yang menyatakan bahwa segala pajak untuk 
keperluan negara berdasarkan undang-undang. Menurut Adam Smith 
dalam Waluyo (2014:13) pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada : 
a. Equality 
Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan 
kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan 
membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang 
diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak 
menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding 
dengan kepentingannya. 
b. Certainty 
Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena 
itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak 
yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran. 
c. Convenience 
Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan 
saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak sebagai contoh pada saat 
wajib pajak memperoleh penghasilan. 
d. Economy 
Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan 
kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, 




Sistem Pemungutan Pajak dapat dibagi menjadi 3 bagian. Menurut 
Hartati (2016:9) sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah sebagai 
berikut: 
a. Official Assessment System 
Adalah  suatu  sistem  pemungutan  yang  memberi  wewenang sepenuhnya     
kepada  wajib  Pajak untuk   menghitung, memperhitungkan, membayar,     
dan  melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. 
b. Self Assessment System 
Sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib 
pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan 
melaporkan sendiri pajak yang terutang. 
c. Official Assessment System 
Sistem pemungutan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah 
terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang 
ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang 
dipersamakan, seperti karcis dan atau nota pesanan (bill). 
 
3. Pajak Bumi dan Bangunan 
Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas objek 
Pajak Bumi dan Bangunan yang diatur pengenaanya berdasarkan Undang-
Undang No.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang No.12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut 




a. Bumi  
Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. 
Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk 
rawa-rawa tambak pengairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. 
b. Bangunan 
Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara 
tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha 
dan tempat yang diusahakan. Termasuk dalam pengertian bangunan 
adalah : 
1) Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan. 
2) Jalan tol 
3) Kolam renang 
4) Pagar renang 
5) Tempat olahraga 
6) Galangan kapal, dermaga 
7) Taman mewah 
8) Tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak 
9) Fasilitas lain yang memberikan manfaat. 
Pengecualian objek Pajak Bumi dan Bangunan menurut pasal 3 UU 
No.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 tahun 1994 
adalah sebagai berikut : 
a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang 




nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan. Tidak 
mencari keuntungan di sini maksudnya adalah bahwa objek pajak itu 
diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak 
ditujukan untuk mencari keuntungan. Untuk mengetahuinya dapat 
dilihat pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari 
yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, 
pendidikan dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk dalam 
pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai pasal 2 Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang ketentuan- etentuan pokok 
kehutanan. Contoh objek pajak yang dikecualikan adalah objek pajak 
yang digunakan untuk pesantren atau yang sejenis dengan itu, 
madrasah, tanah wakaf dan rumah sakit umum. 
b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, candi atau yang 
sejenis dengan itu. 
c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata milik negara 
sesuai pasal 2 UU No.5/1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok 
kehutanan, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh 
desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. 
d.  Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultat berdasarkan asas 
perlakuan timbal balik. 
e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang 




Menurut Mardiasmo (2011:336) yang menjadi Subjek Pajak PBB 
adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak 
atas bumi atau tanah dan/atau memperoleh manfaat atas bumi atau tanah 
dan/atau memiliki, menguasai atas bangunan dan/atau memperoleh 
manfaat atas bangunan. 
Walaupun sistem pemungutan pajak menggunakan self assesment 
tetapi mengingat kondisi dan situasi masing-masing wilayah berbeda-beda, 
jumlah wajib pajak  PBB sangat besar, terbatasnya sarana dan prasarana 
yang ada di masing-masing Kantor Pelayanan PBB (KP PBB), luas 
wilayah dan keadaan geografis Indonesia yang begitu luas, tingkat 
pendidikan dan pengetahuan wajib pajak  yang sangat heterogen, 
khususnya di masyarakat pedesaan maka perhitungan PBB terutang tidak 
dilakukan oleh wajib pajak  PBB itu sendiri melainkan dilakukan oleh 
Kantor Pelayanan PBB. WP hanya diminta mengisi SPOP (Surat 
Pemberitahuan Objek Pajak) supaya berdasarkan SPOP itu bisa dihitung 
PBBnya. Itu pun kalau ada perubahan atau mutasi data. Biasanya bila tidak 
ada perubahan atau mutasi data Kepala Kantor Pelayanan PBB 
menghitung langsung PBB terutang berdasarkan data yang telah ada di 
Kantor Pelayanan PBB (Bab VII pasal 9 s/d pasal 10 UU PBB). 
Perhitungan PBB terutang oleh Kantor Pelayanan PBB dilakukan 
dalam formulir yang dinamakan SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan). SPPT dihitung dan diterbitkan atas 




pajak, SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada 
pada Kantor Pelayanan PBB Direktorat Jenderal Pajak. Setelah melakukan 
perhitungan PBB terutang dalam SPPT dan setelah ditandatangani oleh 
Kepala Kantor Pelayanan PBB, SPPT tersebut dikirim ke Kelurahan yang 
wilayah kerjanya meliputi letak objek Pajak Bumi dan Bangunan. 
Biasanya sekitar akhir bulan Februari SPPT PBB tersebut telah dikirim ke 
Kelurahan masing-masing. wajib pajak  tinggal mengambil SPPTnya di 
Kelurahannya lalu membayarnya ke tempat pembayaran yang telah 
ditentukan di SPPT paling lambat pada tanggal jatuh tempo 
pembayarannya yaitu enam bulan setelah SPPT PBB diterima di 
Kelurahan (Mardiasmo, 2011:337). 
Pasal 11 UU PBB menentukan bahwa tanggal jatuh tempo 
pembayaran PBB adalah enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh 
WP dan tempat pembayarannya adalah bank, kantor pos, dan tempat lain 
yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Tetapi mengingat kondisi dan 
situasi masing-masing wilayah berbeda-beda, jumlah WP PBB sangat 
besar, terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di masing-masing Kantor 
Pelayanan PBB (KP PBB), luas wilayah dan keadaan geografis Indonesia 
yang begitu luas, tingkat pendidikan dan pengetahuan WP yang sangat 
heterogen, khususnya di masyarakat pedesaan, maka untuk pembayaran 
PBB dilakukan melalui apa yang dinamakan SISTEP (Sistem Tempat 




Sebelum menentukan dasar pengenaan dan menghitung besarnya 
Pajak Bumi dan Bangunan perlu dipahami terlebih dahulu unsur – unsur 
didalamnya yaitu pengertian dari NJOP, NJOPTK, NJKP dan Tarif Pajak. 
Menurut Mardiasmo menyatakan bahwa dasar pengenaan Pajak Bumi dan 
Bangunan adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2011:337): 
a. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 
b. Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan 
dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur / Bupati / Walikota 
(Pemerintah Daerah) setempat. 
c. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah–rendahnya 
20% dan setinggi – tingginya 100% dari NJOP. 
d. Besarnya presentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan 
memperhatikan kondisi ekonomi nasional. 
Dari uraian diatas dasar pengenaan pajak adalah bermula dari NJOP 
(Nilai Jual Objek Pajak), besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun 
sekali oleh kepala kanwil Dirjen Pajak lalu bearnya presentase ditetapkan 
oleh peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi 
nasional. 
Sebelum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB 
P2) diberlakukan sebagai Pajak Daerah (sebelum 1 Januari 2011) dan 




Daerah dan Retribusi Daerah, PBB diatur dalam beberapa peraturan 
perundang-undangan sebagai berikut (Waluyo, 2014: 214): 
a. Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang PBB). 
b. KMK No. 201/KMK.04/2000 tentang penyesuaian besarnya Nilai Jual 
Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagai dasar perhitungan 
Pajak Bumi dan Bangunan 
c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 523/KMK.04/1998 tentang 
Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai 
Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. 
d. Keputusan Menteri Keuangan No. 1004/KMK.04/1985 tentang 
penentuan Badan atau Perwakilan Organisasi Internasional yang 
menggunakan Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak dikenakan 
Pajak Bumi dan Bangunan. 
e. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-251/PJ./2000 tentang 
Tata Cara Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Tidak Kena 
Pajak sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan. 
f. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-57/PJ.6/1994 tentang 
penegasan dan penjelasan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan atas 





Pengalihan PBB P2 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki 
tujuan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, sehingga daerah 
akan lebih mampu mengurus dan mengelola rumah tangganya secara 
mandiri, termasuk menyangkut penyediaan sumber dana penyelenggaraan 
pemerintahan dan penerimaan pajak. Dengan dialihkannya PBB P2 kepada 
Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota akan 
mendapatkan tambahan dana dari hasil pemungutan PBB. Pendapatan 
PBB P2 yang pada awalnya ketika menjadi pajak pusat dibagikan 
berdasarkan proporsi tertentu kepada pemerintah pusat, pemerintah 
provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, ketika setelah dialihkan 
pendapatan PBB P2 akan sepenuhnya dinikmati oleh Pemerintah 
Kabupaten/Kota (Waluyo, 2014: 215). 
 
4. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 
objek pajak yang dimiliki atau dikuasai atau digunakan oleh pemerintah 
kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dalam pasal 77 
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah diantaranya: 
a. Yang menjadi obyek pajak adalah bumi dan / bangunan: 
b. Pengecualian objek pajak 
c. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Dari 




1) Yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah: 
a) Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan 
seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu 
kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut 
b) Jalan tol 
c) Kolam renang 
d) Pagar mewah 
e) Tempat olahraga 
f) Hangar pesawat terbang 
g) Taman mewah 
h) Tempat penampungan minya, air dan gas, pipa minyak dan 
i) Menara 
2) Dikecualikan dari objek pajak adalah objek pajak yang: 
a) Digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk 
penyelenggaraan pemerintahan 
b) Yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum 
di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan 
nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan 
c) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang 
sejenis dengan itu 
d) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman 
nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah 




e) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan 
asas perlakuan timbal balik; dan 
f) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional 
yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. 
3) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan 
paling rendah sebesar Rp 10.000.000,- untuk setiap Wajib Pajak. 
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 
 
5. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah yang menjadi subjek pajak untuk PBB P2 adalah: 
a. Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata 
mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas 
bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat 
atas bangunan.  
b. Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam abjad (a) yang dikenakan 
kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.  
c. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, 
Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan subjek 
pajak sebagai wajib pajak.  
d. Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam abjad (c), 




atau Pejabat yang ditunjuk bahwa yang bersangkutan bukan wajib 
pajak terhadap objek pajak yang dimaksud.  
e. Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak dalam abjad (d) 
disetujui, maka Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk 
membatalkan penetepan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud 
dalam abjad (c) dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat 
keterangan dimaksud.  
f. Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Kepala Daerah 
atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan surat keputusan penolakan 
dengan disertai alasan-alasannya. 
g. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya 
keterangan sebagaimana dalam abjad (d) Kepala Daerah atau Pejabat 
yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang 
diajukan itu dianggap disetujui. 
Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ.6/1998 
tanggal 30 Desember 1998 tentang pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 
maka objek PBB dapat dikelompokkan menjadi beberapa sektor Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB) terdiri dari beberapa sektor yaitu: 
a. Sektor Pedesaan  
Sektor Pedesaan adalah objek PBB dalam suatu wilayah yang 
memiliki ciri-ciri pedesaan, seperti sawah, ladang, empang tradisional 




b. Sektor Perkotaan  
Sektor Perkotaan adalah objek PBB dalam suatu wilayah yang memiliki 
ciri-ciri suatu daerah perkotaan, seperti pemukiman penduduk yang 
memiliki fasilitas perkotaan, industri perdagangan dan jasa.  
c. Sektor Perkebunan  
Sektor Perkebunan adalah objek PBB yang diusahakan dalam 
budidaya perkebunan, baik yang dikelola oleh badan usaha milik 
negara ataupun swasta.  
d. Sektor Kehutanan  
Sektor Kehutanan adalah objek PBB dibidang usaha yang 
menghasilkan komoditas hasil hutan.  
e. Sektor Pertambangan  
Sektor Pertambangan adalah objek PBB di bidang usaha yang 
menghasilkan komoditas hasil tambang: emas, batu bara, minyak dan 
gas bumi. 
6. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
Berdasarkan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 
menjelaskan bahwa “Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan yang dikenakan atas objek pajak paling tinggi sebesar 0,3% (nol 
koma tiga persen). Berdasarkan tarif pajak tersebut maka dasar pengenaan 
pajak adalah sebagai berikut: 





b. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam abjad 
(a) ditetapkan setiap 3 tahun, kecuali untuk objek pajak dan wilayah 
tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan 
wilayahnya.  
c. Penetapan besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud 
pada abjad (b) dilakukan oleh Kepala Daerah. 
Dalam menetapkan Nilai Jual, Kepala Kantor Wilayah Direktorat 
Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan 
pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat serta 
memperhatikan asas self assessment. Yang dimaksud assessment value 
adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak, 
yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya. 
Agar pembayaran PBB dapat berjalan dengan baik sesuai dengan 
ketentuan pembayarannya, maka berdasarkan pasal 81 Undang-Undang 
No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, cara 




Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi 
tindakan, baik yang menguntungkan maupun yang kurang 




78). Menurut Saifuddin  (2015: 5) sikap didefinisikan sebagai keteraturan 
tertentu dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi), dan predisposisi 
tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan 
sekitarnya. Struktur Sikap terdiri atas tiga komponen yang saling 
menunjang yaitu (Saifuddin, 2015: 5): 
a. Komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai oleh 
individu pemilik Sikap, komponen kognitif berisi kepercayaan 
stereotype yang dimiliki individu mengenai sesuatu dapat disamakan 
penanganan (opini) terutama apabila menyangkut masalah isu atau 
problem yang kontroversial.  
b. Komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek 
emosional. Aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam 
sebagai komponen Sikap dan merupakan aspek yang paling bertahan 
terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin adalah mengubah Sikap 
seseorang. Secara umum, komponen ini disamakan dengan perasaan 
yang dimiliki terhadap sesuatu.  
c. Komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku 
tertentu sesuai dengan Sikap yang dimiliki seseorang dan berisi 
tendensi atau kecenderungan untuk bertindak/bereaksi terhadap sesuatu 
dengan cara-cara tertentu. Dan berkaitan dengan objek yang 
dihadapinya adalah logis untuk mengharapkan bahwa Sikap seseorang 




Sikap merupakan suatu tendensi untuk memberikan reaksi yang 
positif (menguntungkan) atau reaksi yang negatif (tidak menguntungkan) 
terhadap orang-orang, objek atau situasi tertentu. Dalam hal ini, berarti 
bahwa dalam Sikap positif, kecenderungan tindakan adalah mendekati, 
menyenangi, mengharapkan objek tertentu. Sedangkan dalam Sikap 
negatif, kecenderungan tindakan adalah untuk menjauhi, menghindari, 
membenci, atau tidak menyukai objek tertentu (Jogiyanto, 2015: 36). 
Sikap (attitude) merupakan sebuah evaluasi kepercayaan (belief) atas 
perasaan positif maupun negatif dari seseorang jika harus melakukan 
perilaku yang akan ditentukan. Fishbein dan Ajzen (1975) dalam Jogiyanto 
(2015: 36) mendefinisikan Sikap sebagai jumlah dari afeksi (perasaan) 
yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu objek atau 
perilaku dan diukur dengan menempatkan individu pada skala evaluatif 
dua kutub, misalnya baik atau buruk, setuju atau menolak, dan lain 
sebagainya. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan 
mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung atau tidak 
memihak pada objek yang bersangkutan. Di dalam Theory of Planned 
Behavior, Sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior) dipengaruhi 
oleh kepercayaan-kepercayaan perilaku (behavior beliefs) di mana 
kepercayaan ini merupakan kepercayaan yang dimiliki oleh individu akan 
hasil dari suatu dari perilaku dan evaluasi atas hasil yang dilakukan. 
Sikap merupakan sebuah ciri yang dimiliki oleh seseorang dalam 




pegangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan Sikap yang 
melekat pada diri seseorang dapat berubah seiring dengan perkembangan 
waktu atau dipengaruhi oleh faktor lingkungan di sekitarnya. Apabila 
seorang individu berada pada situasi bergaul dengan orang lain yang 
sikapnya sangat berbeda dengannya dan hal ini dilakukan secara terus 
menerus, maka bukan hal yang tidak mungkin bahwa individu tersebut 
secara otomatis akan merasakan bahwa sikapnya mulai berubah mengikuti 
lingkungan baik itu disadari maupun tidak disadari (Lubis, 2011: 78). 
8. Motivasi 
Istilah motivasi (motivation) berasal dari bahasa latin yakni “movere” 
yang berarti menggerakkan (to move). Pengertian motivasi dapat pula 
dinyatakan sebagai proses psikologis yang terjadi karena interaksi antara 
sikap, kebutuhan, persepsi dan pemecahan persoalan. Motivasi adalah 
kekuatan potensial yang ada dalam diri individu yang dapat dikembangkan 
oleh sejumlah kekuatan luar yang dapat mempengaruhi hasil kinerjanya, 
baik secara positif atau negatif, tergantung pada situasi dan kondisi yang 
dihadapi oleh orang tersebut  (Gomes, 2012: 98). 
Herzberg mengemukakan sebuah teori yang disebut Teori Dua Faktor, 
teori ini mengungkapkan bahwa terdapat 2 faktor yang mempengaruhi 
motivasi, yang pertama adalah faktor motivasional yang merupakan hal-
hal yang sifatnya intrinsik atau bersumber dari dalam diri seseorang, 
sedangkan faktor kedua adalah faktor hygiene atau pemeliharaan yang 




diri individu yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan 
seseorang (Hasibuan, 2011:54). Begitu pula dalam hal perpajakan, terdapat 
faktor intrinsik dan ekstrinsik yang mempengaruhi motivasi wajib pajak 
dalam membayar pajak. 
Motivasi Membayar Pajak adalah kekuatan potensial yang ada dalam 
diri wajib pajak yang melatarbelakangi seorang wajib pajak untuk 
membayar pajak. Motivasi ini bisa timbul dari dalam maupun luar 
individu. Motivasi membayar pajak seorang wajib pajak yang berasal 
dariluar wajib pajak adalah adanya dorongan dari aparat pajak, lingkungan 
kerja, teman atau kerabat yang mendorongnya untuk membayar pajak. 
Identifikasi indikator-indikator Motivasi Membayar Pajak seorang wajib 
pajak menurut Ghoni (2012:87) yaitu sebagai berikut : 
a. Motivasi intrinsik 
1) Kejujuran wajib pajak, berkaitan dengan self assessment system 
yang membutuhkan tingkat kejujuran tinggi dari setiap wajib pajak 
agar tujuan dari perpajakan dapat tercapai. 
2) Kesadaran wajib pajak, tingkat kesadaran akan mempengaruhi 
tingkat kepatuhan seseorang, semakin tinggi tingkat kesadaran 
seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya 





3) Hasrat untuk membayar pajak, kepatuhan akan muncul jika 
kesadaran dalam membayar pajak diikuti oleh hasrat atau kemauan 
yang tinggi dari setiap wajib pajak untuk membayar pajak. 
b. Motivasi ekstrinsik 
1) Dorongan dari aparat pajak, sosialisasi dari aparat pajak sangat 
diperlukan agar individu mengetahui dan memahami kegunaan 
pajak bagi pembangunan negara 
2) Lingkungan kerja, teman atau kerabat, interaksi sosial antar individu 
mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang dianggap 
benar oleh kelompok (mayoritas), jika individu hidup didalam 
kelompok taat pajak maka ia juga akan terdorong untuk taat pajak, 
begitu pula sebaliknya. 
Motivasi merupakan hal yang melatarbelakangi seorang individu 
untuk berperilaku. Apabila motivasi wajib pajak tinggi dalam memenuhi 
kewajiban pajaknya maka pembangunan di Indonesia akan berjalan sesuai 
dengan rencana yang telah ditetapkan, namun jika motivasi masyarakat 
rendah maka pembangunan akan terhambat (Ghoni, 2012:87). 
9. Kepemimpinan 
Kepemimpinan merupakan salah satu dimensi kompetensi yang sangat 
menentukan terhadap kinerja atau keberhasilan organisasi. Esensi pokok 
kepemimpinan adalah cara untuk memengaruhi orang lain agar menjadi 
efektif tentu setiap orang bisa berbeda dalam melakukan. Kepemimpinan 




dapat berbeda tergantung karakteristik pemimpin, karakteristik tugas 
maupun karakteristik orang yang dipimpinnya (Anoraga, 2013:67). 
Luthans (2006:215) mendefinisikan kepemimpinan sebagai 
sekelompok proses, kepribadian, pemenuhan, perilaku tertentu, persuasi, 
wewenang, pencapaian tujuan, interaksi, perbedaan peran, inisiasi struktur, 
dan kombinasi dari dua atau lebih dari hal-hal tersebut.  
Sedangkan menurut Rivai (2012:145), kepemimpinan pada dasarnya 
melibatkan orang lain, melibatkan distribusi kekuasaan yang tidak merata 
antara pemimpin dan anggota kelompok, menggerakkan kemampuan 
dengan menggunakan berbagai bentuk kekuasaan untuk mempengaruhi 
tingkah laku bawahan, dan menyangkut nilai. 
Kepemimpinan menurut Anoraga (2013:67) diartikan sebagai 
kemampuan seseorang untuk dapat mempengaruhi orang lain, melalui 
komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan maksud 
untuk menggerakkan orang-orang tersebut agar dengan penuh pengertian, 
kesadaran dan senang hati bersedia mengikuti kehendak-kehendak 
pemimpin itu. 
Terdapat persepsi terhadap gaya kepemimpinan yang tampak dalam 
interaksi bawahan atau para anggota organisasi guna mencapai tujuan 
organisasi yang telah ditentukan adalah pandangan, perasaan, penilaian 
para bawahan atau anggota organisasi terhadap gaya kepemimpinan yang 




a. Gaya Kepemimpinan Transformasional 
Pemimpin transformasional mencurahkan perhatian pada 
keprihatinan dan kebutuhan pengembangan dari pengikut individual; 
mengubah kesadaran para pengikut akan persoalan-persoalan dengan 
membantu mereka memandang masalah lama dengan cara-cara baru; 
dan mampu menggairahkan, membangkitkan dan mengilhami para 
pengikut untuk mengeluarkan upaya ekstra untuk mencapai tujuan 
kelompok. Sedangkan di dalam kepemimpinan  transaksional, dimana 
pemimpin yang memandukan atau memotivasi bawahan/pengikut 
dalam arah tujuan yang ditegakkan dengan memperjelas peran dan 
tujuan tugas. Dalam teori kepemimpinan transformasional terdapat 
beberapa karakteristik antara lain (Luthans, 2006:216): 
1) Karismatik, yaitu pemimpin memberikan wawasan dan kesadaran 
akan misi perusahaan, menanamkan rasa bangga, serta 
menumbuhkan sikap hormat dan kepercayaan kepada bawahan;  
2) Stimulasi intelektual, yaitu pemimpin meningkatkan intelegensia 
dan pemecahan permasalahan secara seksama;  
3) Perhatian individual, yaitu pemimpin memberikan perhatian, 
membina dan  melatih setiap bawahan secara khusus dan pribadi;   
4) Motivasi Inspirasional, yaitu pemimpin menumbuhkan harapan 
yang tinggi melalui pemanfaatan simbol untuk memfokuskan usaha, 
dan mengkomunikasikan tujuan-tujuan penting dengan cara-cara 




b. Gaya Kepemimpinan Transaksional 
 Perilaku kepemimpinan transaksional adalah pemimpin 
mengenalkan apa yang diinginkan atau disenangi para pengikut dan 
membantu mereka mencapai tingkat pelaksanaan yang menghasilkan 
penghargaan yang memuaskan mereka. Para pemimpin membantu para 
pengikut mengenali apa yang harus dilakukan untuk mencapai hasil 
yang diharapkan, mutu hasil yang baik. Membantu para pengikut 
mengindentifikasikan apa yang harus dilakukan, pemimpin 
mempertimbangkan konsep diri dan harga diri seseorang (Luthans, 
2006:2017). 
Didalam menggunakan gaya kepemimpinan transaksional, 
pemimpin bersandar pada penghargaan yang mungkin terjadi pada 
menajemen dengan pengecualian. Dari beberapa penelitian 
menunjukkan bahwa pada saat penggunaan kekerasan kontingen 
dilakukan, para pengikut memperlihatkan peningkatan prestasi dan 
kepuasan. Para pengikut percaya bahwa pencapaian sasaran akan 
mendapatkan penghargaan-penghargaan yang diinginkan. Penggunaan 
menajemen dengan pengecualian menyebabkan pemimpin tidak terlibat 
kecuali jika sasaran tidak tercapai (Luthans, 2006:217). 
 
10. Partisipasi 
Partisipasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu “participation” yang 




(2011:50), partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau beberapa orang 
dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan 
emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya 
(berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung 
pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. 
Partispasi adalah proses ketika warga sebagai individu maupun 
kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran ikut serta 
mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan 
kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. 
Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di 
dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong 
kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut 
bertanggung jawab terhadap kelompoknya (Soemarto, 2013:120). 
Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang 
dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan 
kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab 
pencapaian tujuan itu (Davis dan Newstrom, 2005:179).  
Menurut Pasaribu dan Simanjuntak, (2006:345) partsipasi masyarakat 
berarti masyarakat ikut serta yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah 
karena kenyataannya pemerintahlah yang sampai saat ini merupakan 
perancang, penyelenggara, dan pembayar utama dalam pembangunan. 
Masyarakat diharapakan dapat ikut serta, karena anggapan bahwa hasil 




pemerintah itu dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 
masyarakat sendiri, untuk rakyat banyak. 
Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2011:51) membedakan 
partisipasi menjadi empat jenis antara lain: 
a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat 
dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan 
penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat 
tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. 
Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini sangat penting, karena 
masyarakat menuntut untuk ikut mentukan arah dan orientasi 
pembangunan. 
b. Partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi masyarakat dalam 
pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah 
disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, 
pelaksanaan maupun tujuan. Partisipasi masyarakat dalam partisipasi 
pelaksanaan suatu program merupakan satu unsur penentu 
keberhasilan program itu sendiri. Adapun 4 indikator dari partisipasi 
dalam pelaksanaan anatar lain: keaktifan masyarakat dalam 
pelaksanaan partisipasi, kesedian memberikan sumbangan pikiran dan 
keahlian, kesedian memberikan sumbangan uang dan materi, dan 
tanggung jawab terhadap keberhasilan partisipasi. 
c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat, partisipasi ini tidak lepas dari 




dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai 
dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kualitas dapat 
dilihat seberapa besar presentase keberhasilan program yang 
dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 
d. Partisipasi dalam evaluasi, partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini 
berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. 
Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan 
program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada 
penyimpangan. 
Menurut Theresia (2014:206-207) tumbuh dan berkembangnya 
partisipasi dalam proses pembangunan, mensyaratkan adanya kepercayaan 
dan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya 
untuk terlibat secara aktif didalam proses pembangunan. Artinya, tumbuh 
berkembang nya partisipasi memberikan indikasi adanya pengakuan dari 
pemerintah bahwa masyarakat bukanlah sekedar objek atau penikmat hasil 
pembangunan melainkan subyek atau pelaku pembangunan yang memiliki 
kemampuan dan kemauan yang dapat diandalkan sejak perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil- hasil pembangunan. 
Arnstein dalam Dwiningrum (2011:64) menjelaskan bahwa partisipasi 
masyarakat yang didasarkan kepada kekuatan masyarakat untuk 
menentukan suatu produk akhir, tiap tangga dibedakan berdasarkan 




and/or program”. Secara umum dalam model ini ada tiga derajat 
partisipasi masyarakat (Dwiningrum, 2011:64): 
a. Tidak partisipatif (Non Participation) 
Tidak partisipatif terbagi menjadi dua bagian yaitu manipulasi dan 
terapi, manipulasi menurut Arnstein adalah salah satu tahapan dari 
tidak partisipatif karena pada tingkatan ini masyarakat tidak ada 
partisipasi karena pemerintah yang memegang kekuasaan 
penuh.Sementara itu terapi menurut Arnstein adalah salah satu tahapan 
tidak partisipatif karena masyarakat juga tidak turut berpartisipasi 
sehingga hal tersebut sekedar sosialisasi agar masyrakat tidak marah 
dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah 
b. Derajat semu (Degrees of Tokenism) 
Partisipasi semu sendiri terbagi menjadi tiga bagian yaitu 
pemberian informasi, konsultasi, penentraman, pemberian informasi 
menurut Arnstein adalah masyarakat dapat berpartisipasi dalam 
memberikan aspirasi dan pemerintah juga memberikan kesempatan 
namun aspirasi mereka sulit direalisasikan oleh pemerintah. Setelah 
pemberian informasi terdapat konsultasi, konsultasi sendiri adalah 
masyarakat dapat memberikan aspirasi dalam penerapan suatu 
kebijakan dan ada kesempatan untuk didengar dan diajukan oleh 
pemerintah.Namun tetap tidak ada jaminan untuk diimplementasikan 
oleh pemerintah. Dan bagian yang terakhir adalah penentraman, 




aspirasi maka aspirasi tersebut dapat didengar dan diberi kesempatan 
untuk memberikan saran tetapi saran tersebut tidak mendapat jaminan 
untuk dapat diimplementasikan karena pemerintah mempunyai hak 
untuk dapat membuat suatu kebijakan diterapkan atau tidak diterapkan. 
c. Kekuatan masyarakat (Degrees of Citizen Powers) 
Kekuatan masyarakat sendiri terbagi menjadi tiga bagian yaitu 
kemitraan, kuasa yang didelegasi, dan kendali warga. Kemitraan 
menurut Arnstein adalah masyarakat yang dapat memberikan aspirasi 
tetapi masyarakat dengan tingkat partnership dapat bernegosiasi 
sehingga terjadinya timbal balik dan memliki hubungan yang erat 
dengan tradisional power holder. Setalah kemitraan terdapat kuasa yang 
didelegasi, kuasa yang didelegasi menurut Arnstein adalah masyarakat 
yang dapat didelegasikan kekuasaan sehingga masyarakat bertanggung 
jawab atas pendelegasian kekuatan walaupun tidak sepenuhnya. Dan 
bagian terakhir dari tingkat partisipasi dalam kekuatan masyarakat 
adalah kendali warga, maksud dari kendali warga adalah masyarakat 
yang dapat didelegasikan kekuasaan sehingga masyarakat bertanggung 
jawab sepenuhnya atas pendelegasian kekuasaan. 
 
B. Penelitian Terdahulu 
Penelitian dengan tema yang sama dengan penelitan ini  juga pernah 
diangkat sebagai topik penelitian oleh beberapa peneliti sebelumnya. Maka 




atau sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti dalam 
melakukan penelitian ini.   
Tabel 2.1 




Judul Penelitian Hasil Penelitian 









Bumi Dan Bangunan 
Di Desa Sukorejo 
Kecamatan Ngasem 
 
Kesimpulan hasil penelitian ini adalah 
Kepemimpinan Kepala Desa 
berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Partisipasi masyarakat dalam 
membayar PBB 
2. Ni Nengah 
Suci Arjani  
(2017)  
Pengaruh Motivasi, 












Hasil pengujian menyimpulkan bahwa 
secara parsial motivasi dan peran 
perangkat desa berpengaruh positif 
signifikan terhadap kepatuhan 
masyarakat dalam membayar pajak 
bumi dan bangunan perdesaan dan 
perkotaan, sedangkan moralitas 
secara parsial tidak berpengaruh 
secara positif dan signifikan terhadap 
kepatuhan masyarakat dalam 
membayar pajak bumi dan bangunan 
perdesaan dan perkotaan. Hasil 
pengujian secara simultan 
menunjukkan bahwa motivasi, 
moralitas, dan peran perangkat 
desa berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap kepatuhan 
masyarakat dalam 
membayar pajak bumi dan bangunan 
perdesaan dan perkotaan dan sanksi 
perpajakan memperkuat pengaruh 
motivasi terhadap kepatuhan 
masyarakat dalam membayar pajak 










menunjukkan bahwa: 1) pengetahuan 












Pajak Orang Pribadi 
Dalam Membayar 
Pajak Bumi Dan 




Progo Tahun 2014 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
dalam membayar pajak bumi dan 
bangunan, 2) sanksi pajak 
berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi dalam membayar 
pajak bumi dan bangunan, 3) kesadaran 
wajib pajak berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
dalam membayar pajak bumi dan 
bangunan, dan 4) pengetahuan 
perpajakan, sanksi pajak, dan 
kesadaran wajib pajak secara bersama-
sama berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi dalam membayar 
pajak bumi dan bangunan 









Bumi dan Bangunan 
Di Kecamatan Eris 
Kabupaten Minahasa 
Kepemimpinan Camat mempunyai 
pengaruh positif terhadap kesadaran 
masyarakat dalam membayar pajak 











Bumi Dan Bangunan 
Di Kabupaten Pati 
Jawa Tengah 
Hasil penelitian membuktikan bahwa 
terdapat pengaruh sikap, motivasi dan 
status sosial terhadap partisipasi 
masyarakat dalam membayar pajak 
bumi dan bangunan di Kabupaten 
Pati Jawa Tengah 
 
C. Kerangka Berpikir 
1. Pengaruh sikap terhadap partisipasi membayar pajak bumi dan bangunan 
Demi tercapainya realisasi penerimaan PBB untuk mencapai target 





Partisipasi untuk membayar pajak adalah masalah pola pikir yang 
mempengaruhi kesadaran pembayar pajak untuk memenuhi dan 
melaksanakan kewajiban perpajakannya. Partisipasi masyarakat dalam 
membayar pajak dapat dilihat dari sikap dan perilaku wajib pajak yang 
diperlihatkan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sadar akan 
pentingnya membayar pajak, taat terhadap peraturan, selalu tepat waktu 
dan lancar dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Pasaribu, 2017).  
Sikap merupakan evaluasi keyakinan atau perasaan positif atau negatif 
seorang individu ketika harus melakukan sebuah perilaku. Keyakinan-
keyakinan Masyarakat tentang partisipasi masyarakat akan menghasilkan 
sikap terhadap kepatuhan pajak baik berupa sikap positif atau sikap 
negatif. Pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang memilih untuk 
bersikap buruk dengan tidak atau terlambat membayar pajak. Hal tersebut 
terjadi adalah karena Masyarakat masih belum sadar bahwa pajak 
merupakan kontribusi positif untuk negara melainkan hanya sebatas 
kewajiban yang akan selesai jika sudah terbayar meskipun dengan 
katerlambatan. Sikap Masyarakat tersebut bertentangan dengan prinsip 
pajak itu sendiri yang pada dasarnya merupakan bentuk kontribusi 
masyarakat terhadap negara (Handayani, 2017). 
Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2002) membuktikan bahwa 
terdapat pengaruh sikap terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar 





2. Pengaruh motivasi terhadap partisipasi membayar pajak bumi dan 
bangunan 
Salah satu faktor yang mempengaruhi permasalahan partisipasi 
membayar pajak bumi dan bangunan adalah motivasi. Motivasi berasal 
dari kata ‘Movere” yang berarti”dorongan atau pengerak”. Adanya 
motivasi ini diharapkan dapt meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk 
menumbuhkan motivasi wajib pajak, maka dalam pelaksanaan sosialisasi 
aparat pajak harus memaparkan secara konkret manfaat dari pajak dan 
menumbuhkan kesadaran bahwa pajak yang digunakan untuk keperluan 
negara bagi kemakmuran rakyat. Motivasi adalah suatu dorongan yang 
berasal dari dalam dan luar individu yang melatarbelakangi seseorang 
untuk melakukan suatu kegiatan. Adanya motivasi dalam hal membayar 
pajak akan mempengaruhi patuh atau tidaknya masyarakat dalam 
melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi motivasi 
masyarakat dalam hal membayar pajak maka akan semakin tinggi pula 
tingkat partisipasinya, sehingga penerimaan pajak oleh pemerintah daerah 
juga semakin meningkat (Sumarauw, 2017:14). 
Penelitian yang dilakukan oleh Arjani (2017) dan Nugraha (2002) 
membuktikan bahwa terdapat pengaruh motivasi terhadap partisipasi 







3. Pengaruh kepemimpinan terhadap partisipasi membayar pajak 
Untuk meningkatkan partisipasi masayarakat dalam membayar pajak, 
maka diperlukan pengaruh kepemimpinan Lurah sebagai kepala 
pemerintahan terdepan serta pemerintah-pemerintah yang ada di kelurahan 
Margadanan untuk memanfaatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan yang 
ada didaerahnya dan memotivasi aparatnya serta masyarakat yang ada agar 
dapat menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Adanya 
sebagian masyarakat yang belum memenuhi kewajibannya dalam 
membayar PBB otomatis merupakan hambatan yang dalam pemungutan 
pajak (Prihartanto, 2013). 
Kepemimpinan melibatkan penggunaan pengaruh dan semua 
hubungan dapat melibatkan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah 
kemampuan pemimpin dalam mempengaruhi orang lain dalam melakukan 
kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi 
kepemimpinan merupakan aspek yang paling nyata dari kegiatan 
manajemen Hambatan dalam pemungutan PBB bukanlah merupakan 
usaha nyata dari masyarakat, namun karena kondisi masyarakat yang 
kurang sadar dalam membayar PBB atau bahkan tidak tau tentang seluk 
beluk fungsi dan manfaat dari pembayaran pajak itu sendiri (Sari, 
2018:11). 
Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2018) dan Sumarauw (2017) 
membuktikan bahwa terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap partisipasi 




Untuk lebih jelasnya maka kerangka berpikir dalam penelitian ini 














= Pengaruh secara sendiri-sendiri 
= Pengaruh secara bersama-sama 
 
D. Perumusan Hipotesis 
Hipotesis  merupakan jawaban  sementara  terhadap  rumusan  masalah  
penelitian.  Dikatakan  sementara karena  jawaban  yang  diberikan  baru  
didasarkan  pada  fakta-fakta  empiris  yang diperoleh melalui pengumpulan 
data (Sugiyono, 2010: 39). Maka hipotesis merupakan teori sementara yang 
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(X3) 








H1.  Terdapat pengaruh sikap terhadap partisipasi masyarakat dalam 
membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Margadana Kota           
Tegal. 
H2.  Terdapat pengaruh motivasi masyarakat terhadap partisipasi masyarakat 
dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Margadana 
Kota Tegal. 
H3.  Terdapat menganalisis pengaruh kepemimpinan kepala kelurahan 
terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan 






A. Pemilihan Metode 
Penelitian ini bersifat asosiatif kausal yang betujuan untuk mengetahui 
pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat, dimana 
penelitian ini mencari pengaruh variabel bebas sikap (X1), motivasi 
mayarakat (X2), dan kepemimpinan kepala kelurahan (X3) terhadap variabel 
terikat partisipasi masyarakat (Y). 
 
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian akan dilakukan di Kelurahan Margadana Kota Tegal.  
 
C. Teknik Pengambilan Sampel 
1. Populasi 
Populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, 
baik kuantitatif maupun kualitatif daripada karakteristik tertentu mengenai 
sekelompok objek yang lengkap dan jelas (Usman dan Akbar 2005: 181). 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB yang 








Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 
mempelajari semua yang ada pada populasi, menarik beberapa populasi 
untuk menjadi sampel, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan 
waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari 
populasi itu. Persentase ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 
sampel yang masih dapat ditolerir yaitu sebesar 10 %. (Sugiyono, 2010: 
61).  Dalam penelitian ini sampel diambil dengan menggunakan rumus 
dari Slovin (Umar, 2011 : 78). 
  
Keterangan  : 
n  :  Ukuran Sampel 
N :  Ukuran Populasi 
e :  Error tolerance  
 
 =  93,22 dibulatkan menjadi 93  orang wajib pajak PBB 
Pengambilan daerah sampel data dilakukan dengan cara accidental 
sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu 
siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan 
sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok 
sebagai sumber data. 
            1.374 
n =    ------------------------------- 





D. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 
Variabel  dependen  atau variabel terikat (Y) dalam penelitian ini 
kepatuhan wajib pajak. Variabel independen atau variabel bebas (X) dari 
penelitian ini adalah sikap (X1), motivasi mayarakat (X2), dan kepemimpinan 
kepala kelurahan (X3) 
1. Sikap adalah afeksi (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk menerima 
atau menolak suatu objek atau perilaku dan diukur dengan menempatkan 
individu pada skala evaluatif dua kutub, misalnya baik atau buruk, setuju 
atau menolak, dan lain sebagainya (Jogiyanto, 2015:36). 
2. Motivasi adalah daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan 
sesuatu. 
3. Kepemimpinan adalah Kepemimpinan merupakan suatu kapasitas yang 
mempunyai kemampuan mempengaruhi atau hak untuk mengarahkan, 
atau mendorong seseorang untuk melakukan segala sesuatu yang 
merupakan kebijaksanaan atau perintah  untuk tujuan tertentu. 
4. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses 
pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan 
dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani 
masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat 
dalam proses mengevaluasi perubahan. 
Definisi operasional merupakan batasan pengertian tentang variabel yang 
diteliti yang di dalamnya sudah mencerminkan indikator-indikator yang akan 



















1. Penentuan arah dan 
orientasi pembangnan 













5. kesedian memberikan 











Belief strength 1. Keinginan membayar 
pajak sesuai dengan 
yang sebenarnya 
Skala Interval 





3. Sistem perpajakan 
menguntungkan Wajib 
Pajak. 
4. Membayar pajak sesuai 
dengan yang 
sebenarnya berarti 








1. Kejujuran dan 
kesadaran 




3. Dorongan aparat pajak Skala Interval 
4. Lingkungan kerja, 





Karismatik 1. Ketrampilan profesional Skala Interval 










3. Apresiasi Skala Interval 
Motivasi 
inspirasional 
4. Motivasi inspirasional Skala Interval 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik : 
1. Angket atau kuesioner, yaitu cara pengumpulan data dengan memberikan 
pertanyaan secara tertulis yang akan dijawab oleh responden, agar peneliti 
memperoleh data lapangan/empiris untuk memecahkan masalah penelitian 
dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Kuesioner dalam penelitian 
ini ditujukan kepada masyarakat sebagai wajib pajak bumi dan bangunan. 
Untuk  mengukur  pendapat  responden  digunakan  skala likert.  Dalam 
skala likert untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu diberi 
skor, misalnya: 
Tabel 3.2 
Daftar Skala Likert 
  
No Uraian Skor 
1 Sangat setuju 5 
2 Setuju/sering 4 
3 Ragu-ragu 3 
4 Tidak setuju 2 
5 Sangat tidak setuju 1 
  Sumber: Sugiyono (2011:94) 
 
2. Studi kepustakaan, yaitu penelitian ini didasarkan pada bahan-bahan dari 




dari literatur, buku,  dan bahan tulisan dan dokumentasi yang berhubungan 
dengan penelitian. 
F. Teknik Analisis dan Pengujian Hipotesis 
Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian 
ini adalah statistic deskriptif, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis 
berupa uji simultan dan uji parsial, serta koefisien determinasi.  
1. Pengujian Instrumen Penelitian 
a. Uji Validitas  
Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
butir pernyataan. Skala butir pernyataan disebut valid, jika melakukan 
apa yang seharusnya diukur. Jika skala pengukuran tidak valid maka 
tidak bermanfaat bagi peneliti, sebab tidak mengukur apa yang 
seharusnya dilakukan.  
Ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dikatakan mempunyai 
validitas yang tinggi apabila alat ukur tersebut dapat menjalankan alat 
fungsi ukurnya, atau memberikan hasil pengukuran yang sesuai dengan 
maksud pengukuran tersebut.  Metode yang sering digunakan untuk 
memberikan penilaian dengan validitas kuesioner adalah korelasi 
product momen (moment product correlation, Pearson correlation) 
antara skor setiap butir pertanyaan dengan skor total, sehingga sering 
disebut sebagai inter item total correlation. Rumus korelasi product 




           
Keterangan: 
rxy =  koefisien korelasi 
n =  jumlah responden 
ΣXY =  jumlah hasil perkalian skor butir dengan skor total 
ΣX =  jumlah skor butir 
ΣX2 =  jumlah skor butir kuadrat 
ΣY =  jumlah skor total 
ΣY2 =  jumlah skor total kuadrat 
Dari perhitungan tersebut dapat diketahui validitas masing-masing 
butir pertanyaan. Butir pernyataan tersebut dikatakan valid atau sahih 
jika r hitung ≥ daripada r tabel. Butir pernyataan tersebut dikatakan tidak 
valid jika r hitung ≤ daripada r tabel. Pada penelitian ini uji validitas  untuk 
menguji instrumen penelitian akan dilakukan kepada 30 orang 
responden dan diolah menggunakan  program SPSS Versi 22. 
b. Uji Reliabilitas 
Instrumen yang reliabel belum tentu valid, sedangkan  instrumen 
yang valid pada umumnya pasti reliabel. Dengan demikian pengujian 
reliabilitas instrumen harus dilakukan karena, merupakan syarat untuk 
pengujian validitas. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian 




Dalam penelitian ini, untuk mencari reliabilitas instrumen digunakan 




r11 : reliabilitas instrumen 
K : banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 
b2  : jumlah varians butir 
12  : jumlah varians total 
Pengujian realibilitas dengan konsistensi internal dilakukan dengan 
cara mencobakan instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh 
dianalisis  butir-butir pertanyaan dalam penelitian ini digunakan tehnik 
Cronbach’s  Alfa (koefisien alfa). Suatu item pengukuran dapat 
dikatakan reliabel apabila memiliki koefisien alfa lebih besar dari 0,6. 
Pada penelitian ini uji reliabilitas untuk menguji instrumen penelitian 
akan dilakukan kepada 30 orang responden dan diolah menggunakan  
program SPSS Versi 22.                                   
2. Uji Asumsi Klasik 
Suatu model regresi yang baik adalah model regresi yang memenuhi 
asumsi klasik yaitu, asumsi normalitas dan heterokedastisitas. Oleh karena 
itu, perlu dilakukan pengujian normalitas dan heterokedastisitas sebelum 
dilakukan pengujian hipotesis. Berikut penjelasan uji asumsi klasik yang 




























Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 
Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual 
mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik 
menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Cara untuk mendeteksi 
apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis 
grafik. 
Salah satu cara termudah untuk melihat nomalitas residual adalah 
dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data 
observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun 
demikian hanya dengan melihat histogram hal ini dapat menyesatkan 
khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal 
adalah dengan melihat normal probality plot yang membandingkan 
distribusi kumulatif dari ditribusi normal. Distribusi normal akan 
membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan 
dibandingkan dengan gaaris diagonal. Jika distribusi data residual normal, 
maka garis garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan 
mengikuti gaaris diagonalnya (Ghozali, 2011: 140). 
b. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 




pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedasitas dan jika berbeda 
disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 
Heteroskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Kebanyakan 
data crossection mengandung situasi Heteroskedastisitas karena data ini 
menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan 
besar).  
Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas 
adalah dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat 
(dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada 
tidaknya Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengaan melihat ada 
tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED 
dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu  X adalah 
residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar 
analisis : 
1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 
tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), 
maka mengindifikasikan telah terjadi Heteroskedastisitas. 
2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas  dan di 
bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. 
(Ghozali, 2011: 39). 
c. Uji Multikolinieritas 
Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model 




Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 
variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka 
variabel-variabel ini tidak orthogonal. 
Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi 
variabel dependen (terikat) dan direges terhadap variabel independen 
lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang 
terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi 
nilai toleransi yang rendah sama dengan nilai yang rendah sama dngan 
nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/ Tolerance). Nilai cut off yang umum 
dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai 
Tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2016: 
105) 
3. Analisis Regresi Linier Berganda 
Regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan 
fungsional antara variabel independen secara bersama-sama terhadap 
variabel dependen. Rumus yang digunakan adalah : 
Ŷ   = a + b1X1 + b2 X2 + b3X3 + e 
Keterangan : 
Ŷ   = Partisipasi masyarakat 
a  = Konstanta 
b1,b2,b3 = Koefisien regresi  
X1  = Sikap. 




X3  = Kepemimpinan kepala kelurahan 
4. Pengujian Hipotesis 
a. Uji Simultan 
Uji  statistik F  pada  dasarnya  menunjukkan  apakah  semua 
variabel  independen  yang  dimasukkan  dalam  model  mempunyai 
pengaruh secara bersama-sama/simultan terhadap variabel dependen 
(Ghozali,  2016: 16).  Uji  ini  digunakan  untuk  menguji kelayakan  
model  (goodness  of  fit).    Tingkat  signifikansi  yang digunakan  
sebesar  5%.  Untuk  menguji  pengaruh  variabel  independen  
(terhadap variabel  dependen  dilakukan  dengan  melihat  pada  
koefisien beta.  Pengambilan  keputusan  uji  hipotesis  secara  
simultan  juga didasarkan  pada  nilai  probabilitas  yang  didapatkan  
dari  hasil pengolahan data melalui program SPSS sebagai berikut:  
a) Jika signifikansi > 0,05 maka hipotesis diterima.   
b) Jika signifikansi < 0,05 maka hipotesis ditolak.   
Jika  tingkat  signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05  atau  5%  maka 
hipotesis  yang  diajukan  diterima  atau  dikatakan  signifikan  (Ha 
diterima dan H0 ditolak), artinya secara simultan variabel bebas 
berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  dependen  (Y)  = hipotesis 
diterima.  Jika  tingkat  signifikansi  lebih  besar  dari  0,05  atau  5%  
maka hipotesis  yang  diajukan  ditolak  atau  dikatakan  tidak  




variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 
dependen (Y) = hipotesis ditolak. 
b. Uji Parsial (Uji t) 
Uji  statistik  t  pada  dasarnya  menunjukkan  seberapa  jauh pengaruh  
satu  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen dengan  
menganggap  variabel  independen  lainnya  konstan  (Ghozali, 2016  
:17). Untuk  mengetahui  nilai  t  statistik  tabel ditentukan tingkat 
signifikansi 5%. Pengambilan  keputusan  uji  hipotesis  secara  parsial  
juga didasarkan  pada  nilai  probabilitas  yang  didapatkan  dari  hasil 
pengolahan  data  melalui  program  SPSS  Statistik  Parametrik 
(Singgih  Santoso, 2004:168) sebagai berikut:  
Jika signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak.   
Jika signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima.   
Jika  tingkat  signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05  atau  5%  maka 
hipotesis  yang  diajukan  diterima  atau  dikatakan  signifikan  (Ha 
diterima  dan  H0  ditolak),  artinya  secara  parsial  variabel  bebas  
berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  dependen  (Y)  = hipotesis 
diterima, sementara jika tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05  atau  
5%  maka  hipotesis  yang  diajukan  ditolak  atau  dikatakan tidak 
signifikan (Ha ditolak dan H0 diterima),  artinya secara parsial 
variabel  bebas  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap variabel 





5. Koefisien Determinasi 
Koefisien  determinasi  pada  intinya  mengukur  seberapa  jauh 
kemampuan  model  dalam  menerangkan  variasi  variabel  dependen. 
Nilai  R2 terletak  antara  0  sampai  dengan  1  (0  ≤  R2 ≤  1).  Tujuan 
menghitung  koefisien  determinasi  adalah  untuk  mengetahui pengaruh 
variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika dalam proses mendapatkan  
nilai  R2 yang  tinggi  adalah  baik,  tetapi  jika  nilai  R2 rendah tidak 





HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Gambaran Umum Kota Tegal 
Kota Tegal merupakan penjelmaan dari sebuah desa yang bernama 
“Teteguall” yang pada tahun 1530 telah nampak kemajuannya dan 
termasuk wilayah Kabupaten Pemalang yang mengakui Trah (Kerajaan) 
Pajang. Ada beberapa sumber mengatakan sebutan teteguall  diberikan 
seorang pedagang asal Portugis yaitu Tome Pires yang singgah di 
Pelabuhan Tegal pada tahun 1500 –an (Suputro, 1955) yang memiliki arti 
tanah subur  yang mampu menghasilkan tanaman pertanian. 
Secara historis dijelaskan bahwa eksistensi sejarah tlatah Kota Tegal 
tidak lepas dari ketokohan  Ki Gede Sebayu. Namanya dikaitkan dengan 
trah Majapahit, karena sang ayah Ki Gede Tepus Rumput (kelak bernama 
Pangeran Onje) ialah keturunan Batara Katong Adipati Ponorogo yang 
masih punya kaitan dengan keturunan dinasti Majapahit 
(http://www.tegalkota.go.id). 
Penekanan pada bidang pertanian, tak dapat dilepaskan dari kondisi 
wilayah dan akar kesejarahan tlatah Kabupaten Tegal yang 
mengembangkan kapasitasnya selaku wilayah agraris. Tradisi keagrarisan 
dimulai dari ketokoan Ki Gede Sebayu juru demung trah 




Benowo. Bahkan kalau dirunut keagrarisan itu dimulai semenjak Mataram 
Kuno. Selain berhasil memajukan pertanian, beliau juga merupakan ahli 
agama yang telah membimbing warga masyarakat dalam menanamkan 
rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas keberhasilan usahanya 
memajukan pertanian dan membimbing warga masyarakat dalam 
menanamkan rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, beliau 
diangkat menjadi pemimpin dan panutan warga masyarakat.  
Ki Gede Sebayu, yang masih keturunan trah Majapahit. Beliau 
memilih diam cegah dhahar lawan guling, karena prihatin. Bahkan pada 
saat suasana makin kacau karena perang saudara, Ki Ageng Ngunut 
(kakek Sebayu) mendesak Sebayu agar menyelamatkan Kerajaan Pajang. 
Namun, Sebayu menolak. Karena tidak merasa tega melihat penderitaan 
manusia akibat perebutan kekuasaan antar keluarga itu tidak kunjung reda. 
Beliau melepas atribut kebangsawanannya dan mengembara mencari 
hakekat hidup. Sampailah dia di sebuah daerah penuh ilalang, padang 
rumput luas dengan sungai yang dialiri air yang bening sampai muara laut. 
Sungai itu adalah sungai Gung (Kali Gung). Sungai ini dinamakan Kali 
Gung sebab bersinggungan dengan mata air yang berasal dari Gunung 
Agung yakni sebuah nama kuno dari Gunung Slamet dan bermuara ke 
utara hingga laut jawa (https://id.wikipedia.org/wiki/Ki_Gede_Sebayu). 
Ki Gede Sebayu terperangah melihat hamparan padang rumput luas 
yang nyaris tak berpenghuni itu. Ditengah- tengah hamparan padang 




beberapa bangunan semipermanen yang dihuni sejumlah santri dan sebuah 
makam keramat. Makam tersebut adalah tempat jenazah Sunan Panggung 
atau Mbah Panggung dikebumikan (sekarang bernama Desa Panggung). 
Mbah Panggung yang bernama asli As sayid al habib Abdurrohman as 
segaf putra dari Sunan Drajat dan Dewi Condrowati yang merupakan adik 
dari Raden Makdum Ibrahim (Sunan Bonang) (https://id.wikipedia.org/ 
wiki/Ki_Gede_Sebayu) . 
Terbersitlah di benak Sebayu untuk mengajari warga pesisir itu 
bercocok tanam. Dia merasa menemukan persinggahan yang menjanjikan, 
sehingga menghentikan pengembaraannya. Diajaknya warga setempat 
membabat alang-alang agar jadi tegalan. Selain itu, dia juga membuat 
bendungan di hulu sungai daerah Danawarih untuk dijadikan sumber air 
irigasi. Kesaksian ini diperkuat denga ditemukannya artefak kuno dan 
candi di desa Pedagangan. Ditambah tlatah Tegal kerapkali dikaitkan 
dengan kerajaan Pajang dan Mataram Islam yang cenderung kekuasaan 
dengan basis pada agraris (De Graaf, 1986). 
Sementara itu, setelah perang panjang antar saudara mulai dingin 
Pangeran Benowo diangkat menjadi raja Pajang. Dia membutuhkan 
sepupunya. Sebayu, untuk menjadi patih. Dia pun mengutus sejumlah 
prajurit untuk mencari Sebayu. Di Desa Teteguall, tempat Sebayu 
bermukim, sepupu Benowo itu ditemukan. Namun, karena Sebayu tidak 
mungkin meninggalkan rakyat Teteguall, karena alasan tersebut Pangeran 




Anugerah sebagai sesepuh desa diberikan pada malam Jumat Kliwon, 15 
Sapar Tahun 988 Hijriah, atau tahun 588 EHE. Waktu itu bertepatan 
dengan 12 April 1580 Masehi (https://id.wikipedia.org/wiki/Ki Gede 
Sebayu) . 
Pengangkatan Ki Gede Sebayu menjadi Pemimpin pertama Tegal 
dilaksanakan pada perayaan tradisional setelah menikmati hasil panen 
padi dan hasil pertanian lainnya. Dalam perayaan juga dikembangkan 
ajaran dan budaya agama islam yang hingga sekarang masih berpengaruh 
pada kehidupan masyarakat. Hari, tanggal dan tahun Ki Gede Sebayu 
diangkat menjadi Juru Demung (Bupati) itu ditetapkan sebagai hari jadi 
Kota Tegal dengan peraturan Daerah No.5 tahun 1988 tanggal 28 Juli 
1988. 
Kota Tegal merupakan salah satu wilayah di Propinsi Jawa Tengah 
yang berada di ujung barat dan terletak di pantai utara pulau Jawa.Secara 
astronomis terletak pada 109008’ sampai 109010’ garis Bujur Timur dan 
6050’ sampai 6053’ garis Lintang Selatan, dan secara geografis terletak pada 
pertigaan jalur Purwokerto – Jakarta dan Semarang – Jakarta. Wilayah Kota 
Tegal berbatasan langsung dengan tiga kabupaten, yaitu sebelah Timur 
Kabupaten Pemalang, sebelah Selatan Kabupaten Tegal dan sebelah barat 
Kabupaten Brebes. Di sebelah Utara Kota tegal berbatasan langsung dengan  
Laut Jawa. 
Pada tahun 1987, Kota Tegal mengalami pemekaran wilayah yang 




yang dikenal dengan sebutan “Bokong Semar”. Luas wilayah saat ini adalah 
39,68 km2, atau sekitar 0,11% dari luas Jawa Tengah. Kota ini terbagi 
menjadi 4 Kecamatan dengan 27 Kelurahan, dengan wilayah Kecamatan 
terluas Tegal Barat yaitu sebesar 15,13 km2 atau sekitar 38,13% luas 
wilayah Kota Tegal. 
Kota Tegal memiliki ketinggian dari permukaan laut ± 3 meter, 
dengan struktur tanah didominasi oleh tanah pasir dan tanah liat.Topografi 
wilayah ini merupakan dataran rendah dengan hulu sungai ke Laut 
Jawa.Tidak ada satupun kelurahan yang berada di lereng/puncak maupun 
lembah. Sedangkan untuk keberadaan sungai, Kota Tegal dialiri empat 
sungai yang melewati 16 kelurahan (59,26 persen). Empat sungai tersebut 
adalah Ketiwon, Kaligangsa, Gung dan Kemiri (Kecamatan Margadana 
Dalam Angka, 2018). 
Kelembaban udara berkisar antara 71,00% hingga 85,00%, dengan 
curah hujan yang tidak merata sepanjang tahun. Curah hujan yang cukup 
tinggi terjadi di bulan Januari-Februari dan November- Desember. Kondisi 
tersebut berlawanan dengan persentase penyinaran matahari pada tiap 
bulannya. Pada bulan dengan curah ujan tinggi, persentase penyinaran 
matahari cenderung rendah. Sedangkan pada bulan dengan curah hujan 
rendah maka persentase penyinaran matahari cukup tinggi (Kecamatan 
Margadana Dalam Angka, 2018).. 
Kecepatan angin tahun 2017,  berkisar antara 3,00 knot (bulan Maret) 




jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 kecepatan 
angin mencapai 4,30 knot, tahun 2016 turun menjadi 3,70 knot. Pada tahun 
2017 rata-rata kecepatan angin mengalami mengalami kenaikan yaitu 
menjadi 4,10 knot (Tegal Dalam Angka, 2018). 
Penduduk Kota Tegal tahun 2017 berdasarkan proyeksi penduduk 
sebanyak 248.094 jiwa yang terdiri atas 112.817 jiwa penduduk laki-laki 
dan 125.277 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah 
penduduk tahun 2016, penduduk Kota Tegal mengalami pertumbuhan 
sebesar 0,36 persen. Kecamatan dengan pertumbuhan paling besar adalah 
Tegal Timur. Laju pertumbuhan penduduk Tegal Timur per tahun 2010-
2016 sebesar 0,81 persen, sedangkan laju pertumbuhan 2016-2017 adalah 
0,69 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin penduduk 
Kota Tegal tahun 2017 sebesar 98,04. Kepadatan penduduk di Kota Tegal 
tahun 2017 mencapai 6.252 jiwa/km2 (Tegal Dalam Angka, 2018). 
Kecamatan Tegal Timur memiliki kepadatan paling tinggi dibanding 
kecamatan lain yaitu mencapai 12.360  jiwa/km2. Kondisi ini terjadi karena 
wilayah Tegal Timur merupakan konsentrasi ekonomi, pusat pemerintahan 
dan pusat pendidikan di Kota Tegal. Jika dilihat menurut kelompok umur 
jumlah penduduk di tiap kelompok umur hampir sama Kondisi ini 
mengindikasikan rendahnya tingkat fertilitas dan mortalitas di Kota Tegal.  
Di Kota Tegal banyak pekerja di sektor informal yang bekerja 
musiman, seperti misalnya nelayan  dan pedagang “Warteg”. Jika nelayan 




waktu bekerja dan libur secara bergantian (aplusan). Periode waktu yang  
disepakati juga beragam. Kondisi ini terlihat pada fluktuasi jumlah angkatan 
kerja dari tahun 2010 hingga 2017. Fluktuasi tersebut terjadi karena para 
pekerja musiman dengan mudah keluar masuk kategori angkatan kerja dan 
bukan angkatan kerja. Pada tahun 2017, dari 188.052 penduduk usia 15 
tahun keatas 33,66 persen (63.316 penduduk) masuk dalam kelompok 
bukan angkatan kerja. Penduduk yang masuk kelompok tersebut sebagian 
besar memiliki kegiatan mengurus rumah tangga, yaitu 39.965 penduduk 
(63,78 persen dari jumlah (bukan angkatan kerja).  
Sebagian besar penduduk yang masuk dalam kelompok tersebut 
adalah perempuan 15 tahun keatas karena mengurus rumah tangga yaitu 
85.71 persen atau sejumlah 34.254 perempuan. Kondisi ini sejalan dengan 
tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin, dimana laki-laki 
memiliki tingkat partisipasi lebih tinggi (82,32 persen) dibanding 
perempuan (48,74 persen). Penduduk yang masuk kelompok angkatan kerja 
sebagian besar telah menamatkan pendidikan SMA (36.890 penduduk). 
Penduduk dengan jenjang pendidikan SD dan SMA mendominasi kelompok 
angkatan kerja di Kota Tegal. Jika dilihat lebih jauh pada masing-masing 
level pendidikan, akan menarik jika dibandingkan jumlah pengangguran 
terbuka dengan angkatan kerja. Pada level pendidikan yang lebih rendah 
angka pengangguran akan cenderung kecil, bahkan nol untuk penduduk 
yang tidak/belum pernah sekolah. Angka pengangguran terbuka meningkat 




terhenti hanya sampai jenjang SMA. Pada pendidikan diatas SMA, ada pola 
yang berlainan antara pendidikan Diploma dan Universitas (Tegal Dalam 
Angka, 2018).  
Pada pendidikan Diploma jumlah pengangguran terbuka cenderung 
kecil, bahkan secara persentase lebih kecil (5,57 persen)  dibandingkan 
Tidak/Belum Tamat SD (11,01 persen) hingga jenjang SMA (12,13 persen).  
sedangkan untuk Universitas meskipun secara absolut lebih rendah, tetapi 
jika dilihat persentase pengangguran terbuka terhadap angkatan kerja, 
nilainya lebih tinggi (14,83 persen) dibanding jenjang SMA. Kelompok 
angkatan kerja di Kota Tegal yang berstatus bekerja, sebagian besar berada 
pada kelompok umur 15-49 tahun, dengan lapangan usaha Perdagangan dan 
Akomodasi Konsumsi. Jumlah jam kerja yang mereka gunakan pada 
seluruh pekerjaan maupun pekerjaan utama, mayoritas di atas 35 jam 
seminggu, dengan status pekerjaan utama buruh/karyawan/pegawai yaitu 
53,60 persen atau 59.464 penduduk (Tegal Dalam Angka, 2018). 
Kota Tegal menjadi tempat pengolahan akhir dan pemasaran 
berbagai produk dari kawasan Jawa Tengah bagian barat. Usaha kecil dan 
menengah yang cukup pesat kemajuannya adalah industri logam rumahan 
di kawasan Jl. Cempaka, dan kerajinan batik Tegalan di Kelurahan 
Kalinyamat. Sedangkan di bagian pesisir, perekonomian Kota Tegal juga 
berkembang dari sisi perikanan dengan profesi masyarakatnya sebagai 





Potensi dan peluang di Kota Tegal cukup terbuka khususnya di 
bidang usaha mikro dan jasa. Potensi dan peluang penanaman modal di 
bidang industri relatif tertutup untuk industri besar karena keterbatasan 
lahan. Potensi dan peluang penanaman modal di Kota Tegal wajib dijaga 
karena meningkatnya penanaman modal akan memberikan pengaruh 
positif bagi pengurangan pengangguran (Tegal Dalam Angka, 2018). 
2. Gambaran Umum Kecamatan Margadana 
Margadana adalah sebuah kecamatan di Kota Tegal, Provinsi Jawa 
Tengah, yang berada di Kelurahan Sumurpanggang.Secara geografis 
wilayah kecamatan Margadana terletak diantara 06,51’ LS –06,52’ LS dan 
109,09’ BT – 109,10’ BT. dengan luas wilayah 11.76 Km², dengan batas 
wilayah sebagai berikut (Kecamatan Margadana Dalam Angka, 2018): 
a. Sebelah Utara : Kecamatan Tegal Barat  
b. Sebelah Timur : Kecamatan Tegal Timur  
c. Sebelah Selatan : Kecamatan Tegal Selatan  
d. Sebelah utara : Kabupaten Brebes 
Dilihat dari Relief daerah kecamatan Margadana termasuk wilayah 
dataran rendah dengan sruktur tanah, terdiri dari pasir dan tanah liat. 
Sementara temperatur udara rata-rata 27,3’C atau suhu tropis degan ciri 
pesisir pantai. Secara administratif Kecamatan Margadana termasuk dalam 
wilayah Kota Tegal yang merupakan bagian dari wilayah Propinsi Jawa 




meliputi 7 Kelurahan serta terdiri atas 34 RW dan 189 RT (Kecamatan 
Margadana Dalam Angka, 2018). 
Beberapa tempat menarik di kecamatan ini antara lain: Terminal 
Bus Kota Tegal, Bahari Waterpark, Taman Bung Karno, Polder Bayeman, 
Sungai Gangsa, sentra budidaya itik Tegal, areal persawahan yang luas 
dengan latar belakang Gunung Slamet dan Gunung Ciremai, serta masih 
banyak lagi (Kecamatan Margadana Dalam Angka, 2018). 
Secara Demografis Keadaan penduduk kecamatan margadana yang 
tersebar di 7 Kelurahan masing-masing ada yang padat penduduknya 
adapula yang relative cukup padat. Kepadatan penduduk rata-rata di 
kecamatan Margadana Kota Tegal pada tahun 2011 sebesar 4.479 
jiwa/Km² dengan kepadatan penduduk tertinggi di kelurahan 
Sumurpanggang sebesar 641 jiwa/Km² dan kepadatan terendah di 
kelurahan Pesurungan Lor sebesar 253 jiwa/Km². Jumlah penduduk 
Kelurahan Margadana pada tahun 2014 adalah 18.082 jiwa dan 5.080 KK, 
dengan perincian laki-laki 9.263 jiwa dan perempuan 8.819 jiwa 
(Kecamatan Margadana Dalam Angka, 2018). 
Berdasarkan peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 
Tentang Organisasi dan Tata kerja kecamatan dan kelurahan di kota tegal 
dan peraturan walikota nomor 31 tahun 2008 tentang penjabaran tugas 
pokok dan fungsi.berdasarkan hal tersebut Kecamatan margadana 
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan, pembagunan 




pembantuan dan tugas lain yang dilimpahkan oleh walikota. Untuk 
menyelengarakan tugas pokok tersebut kecamatan margadana memiliki 
fungsi sebagai berikut: 
a. Mengkoordinasikan Penyelengaraan Kegiatan Pemerintah.  
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat.  
c. Mengkoordinasikan upaya penyelengaraan ketentraman dan ketertiban 
umum.  
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan.  
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 
umum.  
f. Membina penyelengaraan pemerintah kelurahan.  
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 
tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah 
kelurahan.  
h. Melaksanakan pelimpahan sebagain urusan pemerintahan yang 
menjadi tanggung jawab Walikota. 
Dalam mewujudkan tugas pokok Kecamatan Margadana maka 
memiliki visi dan misi untuk menjadi pedoman jalannya pemerintahan 
daerah dan pelayanan terhadap masyarakat.  
Visi Kecamatan Margadana  adalah “Terwujudnya Manajemen 




Visi ini diharapkan mampu memberikan arah dan motivasi kepada 
aparatur dan segenap masyarakat Kecamatan Margadana dalam 
melaksanakan segala kegiatan. Makna dari visi tersebut bahwa 
mewujudkan manajemen pelayanan yang dilakukan pemerintahan agar 
berjalan efektif dan efisien. Kalimat tersebut mengandung arti bahwa 
kondisi yang diharapkan yaitu pembangunan, sosial kemasyarakatan dan 
jalannya roda pemerintahan di Kecamatan Margadana berjalan lebih baik. 
Dari visi yang sudah dijelaskan diatas maka makna yang terkandung 
didalamnya dapat dirumuskan bahwa Misi Kecamatan Margadana adalah 
sebagai berikut: 
a. Meningkatkan kinerja aparat Kecamatan dalam upaya meningkatkan 
pelayanan prima.  
b. Mendayagunakan sarana dan prasarana yang tersedia dalam 
meningkatkan mutu pelayanan bagi masyarakat.  
c. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam kegiatan 
pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan. 
Sesuai visi dan misi, maka tujuan untuk dicapai Kecamatan 
Margadana Kota Tegal pada tahun 2014-2019 sebagai berikut : 
a. Tergalinya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, 
pemerintahan dan sosial kemasyarakatan.  
b. Tergalinya potensi wilayah dalam usaha meningkatkan kompetensi.  





B. Deskripsi Responden 
Penelitian ini akan dilakukan kepada  93 orang responden orang 
wajib pajak PBB, dimana dari 93 kuesioner yang dibagikan kepada 
responden, semua kuesioner telah dikembalikan dan semuanya dapat diolah 
lebih lanjut. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai data-data deskriptif 
yang diperoleh dari responden, data deskriptif penelitian disajikan agar dapat 
dilihat profil dari data penelitian dan hubungan yang ada antar variabel yang 
akan digunakan dalam penelitian. Data deskriptif yang menggambarkan 
gambaran umum keadaan atau kondisi responden sebagai informasi 
tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitian. Oleh karena itulah dalam 
deskripsi karakteristik responden dalam penelitian ini, dapat dikelompokkan 
menjadi beberapa kelompok yaitu umur, jenis kelamin  dan  tingkat 
pendidikan. 
1. Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 
Deskripsi karakteristik responden berdasarkan umur menggambarkan 
tingkat pengalaman dan kedewasaan pola pikir seorang responden. 






Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 
No. Umur Jumlah Presentase 
1 21 - 30 Tahun 18 19 % 
2 31 - 40 Tahun 32 34% 
3 41 - 50 Tahun 37 40% 
4 Di atas 51 Tahun 6 6% 
Jumlah 93 100 % 
Sumber : Data Primer Yang diolah 2019 
Berdasarkan tabel di atas yaitu proporsi responden menurut umur 
yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
responden yang berumur diantara  21 – 30 tahun sebanyak 18 orang atau 
sebesar 19%. Yang berumur  31 - 40 tahun sebanyak  32 orang atau 
sebesar 34%, yang berumur 41 – 51 tahun sebanyak  37 atau sebesar 40% 
dan yang berumur di atas 51 tahun sebanyak 6  tahun atau sebesar 6%.  
2. Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Deskripsi karakteristik responden menurut jenis kelamin (gender), 
yaitu pengelompokan responden menurut jenis kelamin pria dan wanita. 
Untuk mengetahui tingkat proporsi jenis kelamin pria dan wanita, maka 
dapat disajikan melalui tabel berikut : 
Tabel 4.2 
Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 
No. Jenis Kelamin Jumlah Presentase 
1 Laki-laki 56 60 % 
2 Perempuan 37 40 % 
Jumlah 93 100 % 






Berdasarkan tabel di atas yaitu proporsi responden menurut  jenis 
kelamin yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang 
menjadi sampel dalam penelitian ini adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu 
sebesar 56 orang atau sebesar 60%. Sedangkan yang berjenis kelamin 
perempuan adalah 37 orang atau 40% 
3. Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 
Deskripsi karakteristik responden menurut tingkat pendidikan, yaitu 
pengelompokan responden menurut pendidikan terakhir yang ditempuh 
oleh responden. Untuk mengetahui tingkat proporsi tingkat pendidikan, 
maka dapat disajikan melalui tabel berikut : 
Tabel 4.3 
Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat pendidikan 
 
No. Jenis Kelamin Jumlah Presentase 
1 SMA 68 73% 
2 Diploma 15 16% 
3 Sarjana 10 11% 
Jumlah 93 100 % 
Sumber : Data Primer Yang diolah 2019 
Berdasarkan tabel di atas yaitu proporsi responden menurut  tingkat 
pendidikan yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang 
menjadi sampel dalam penelitian ini adalah memiliki pendidikan tertinggi 
setingkat SMA yaitu sebesar 68 orang atau sebesar 73%. Responden yang 
menjadi sampel dalam penelitian ini adalah memiliki pendidikan tertinggi 
diploma yaitu sebesar 15 orang atau sebesar 16% dan responden yang 
menjadi sampel dalam penelitian ini adalah memiliki pendidikan tertinggi 




C. Teknik Analisis dan Pengujian Hipotesis 
Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian 
ini adalah statistic deskriptif, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis 
berupa uji simultan dan uji parsial, serta koefisien determinasi.  
1. Pengujian Instrumen Penelitian 
c. Uji Validitas  
Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 
suatu butir pernyataan. Skala butir pernyataan disebut valid, jika 
melakukan apa yang seharusnya diukur. Jika skala pengukuran tidak 
valid maka tidak bermanfaat bagi peneliti, sebab tidak mengukur apa 
yang seharusnya dilakukan.  
Metode yang sering digunakan untuk memberikan penilaian 
dengan validitas kuesioner adalah korelasi product momen (moment 
product correlation, Pearson correlation) antara skor setiap butir 
pertanyaan dengan skor total, sehingga sering disebut sebagai inter 
item total correlation.  
Dari perhitungan tersebut dapat diketahui validitas masing-
masing butir pertanyaan. Butir pernyataan tersebut dikatakan valid atau 
sahih jika r hitung ≥ daripada r tabel. Butir pernyataan tersebut dikatakan 
tidak valid jika r hitung ≤ daripada r tabel. Pada penelitian ini uji validitas  
untuk menguji instrumen penelitian akan dilakukan kepada 93 orang 







Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian 
No. 
Pernyataan 
rhitung rtabel Signifikansi Keterangan 
Variabel Sikap 
1 0,810 0,204 0,000 Valid 
2 0,757 0,204 0,000 Valid 
3 0,723 0,204 0,000 Valid 
4 0,721 0,204 0,000 Valid 
Variabel Motivasi Masyarakat 
1 0,769 0,204 0,000 Valid 
2 0,762 0,204 0,000 Valid 
3 0,688 0,204 0,000 Valid 
4 0,594 0,204 0,000 Valid 
Variabel Kepemimpinan Kepala Kelurahan 
1 0,479 0,204 0,000 Valid 
2 0,776 0,204 0,000 Valid 
3 0,553 0,204 0,000 Valid 
4 0,740 0,204 0,000 Valid 
Variabel Partisipasi Masyarakat 
1 0,664 0,204 0,000 Valid 
2 0,571 0,204 0,000 Valid 
3 0,781 0,204 0,000 Valid 
4 0,614 0,204 0,000 Valid 
5 0,705 0,204 0,000 Valid 
6 0,679 0,204 0,000 Valid 
 
Berdasarkan tabel  di atas mengenai pengujian validitas variabel 
persepsi sikap, motivasi masyarakat, kepemimpinan kepala kelurahan 
masing-masing terdiri dari 4  pernyataan sedangkan variabel partisipasi 
masyarakat terdiri dari 6 pertanyan kemudian diujikan validitasnya 
kepada 93 orang responden, dan  semua pernyataan untuk variabel 
dalam penelitian ini  memiliki nilai korelasi (rhitung) lebih besar dari 
rtabel yaitu  0,204 dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 
sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh item pernyataan untuk 




dan partisipasi masyarakat dan dapat digunakan untuk pengumpulan 
data penelitian. 
d. Uji Reliabilitas 
Instrumen yang reliabel belum tentu valid, sedangkan  instrumen 
yang valid pada umumnya pasti reliabel. Dengan demikian pengujian 
reliabilitas instrumen harus dilakukan karena, merupakan syarat untuk 
pengujian validitas. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian 
ini mengukur reliabilitas data dengan reliabilitas konsistensi internal.  
Pengujian realibilitas dengan konsistensi internal dilakukan dengan 
cara mencobakan instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh 
dianalisis  butir-butir pertanyaan dalam penelitian ini digunakan tehnik 
Cronbach’s  Alfa (koefisien alfa). Suatu item pengukuran dapat 
dikatakan reliabel apabila memiliki koefisien alfa lebih besar dari 0,6. 
Tabel 4.5 






Sikap 0,743 Reliabel 
Motivasi Masyarakat 0,664  Reliabel 
Kepemimpinan Kepala Kelurahan 0,610  Reliabel 
Partisipasi Masyarakat 0,743  Reliabel 
 
Berdasarkan  koefisien  Cronbach’s  Alpha  dari  masing-masing  
variabel pada tabel di atas maka dapat dikatakan bahwa kuesioner yang 
digunakan sudah reliabel, karena masing-masing variabel memiliki 




2. Uji Asumsi Klasik 
Suatu model regresi yang baik adalah model regresi yang memenuhi 
asumsi klasik yaitu, asumsi normalitas dan heterokedastisitas. Oleh karena 
itu, perlu dilakukan pengujian normalitas dan heterokedastisitas sebelum 
dilakukan pengujian hipotesis. Berikut penjelasan uji asumsi klasik yang 
akan dilakukan penelitian ini (Ghozali, 2011:140). 
a. Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 
Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual 
mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik 
menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Cara untuk mendeteksi 
apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis 
grafik. 
Salah satu cara termudah untuk melihat nomalitas residual adalah 
dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data 
observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun 
demikian hanya dengan melihat histogram hal ini dapat menyesatkan 
khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal 
adalah dengan melihat normal probality plot yang membandingkan 
distribusi kumulatif dari ditribusi normal. Distribusi normal akan 
membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan 




maka garis garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan 
mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2011: 140). 
 
Gambar 4.1 
Hasil Uji Normalitas 
Berdasarkan hasil dari uji normalitas pada penelitian ini dapat 
dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan 
penyebaran mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat 
dinyatakan bahwa penyebaran data mendekati normal atau memenuhi 
asumsi normalitas. 
b. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedasitas dan jika berbeda 
disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 




data crossection mengandung situasi Heteroskedastisitas karena data ini 
menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan 
besar).  
Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas 
adalah dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat 
(dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada 
tidaknya Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengaan melihat ada 
tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED 
dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu  X adalah 
residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar 
analisis adalah jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di 
atas  dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 









Berdasarkan grafik scatterplot menunjukkan bahwa tidak 
ditemukan pola tertentu yang teratur dan titik-titik menyebar di atas 
dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi 
heteroskedastisitas pada model regresi 
c. Uji Multikolinieritas 
Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model 
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 
variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka 
variabel-variabel ini tidak orthogonal. Dalam pengertian sederhana setiap 
variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan direges 
terhadap variabel independen lainnya. Nilai cut off yang umum dipakai 
untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 
0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2016: 105). 
Tabel 4.6 
Hasil Pengujian Multikolinieritas 
 
 
Dari hasil perhitungan multikolinieritas terlihat untuk ketiga variabel 
independen, angka VIF yaitu sebesar 1,049; 1,219;  dan 2,171  yang lebih 
kecil dari 10 sehingga tidak melebihi batas nilai VIF yang diperkenankan 
yaitu maksimal sebesar 10.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 




3. Analisis Regresi Linier Berganda 
Regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan 
fungsional antara variabel independen secara bersama-sama terhadap 
variabel dependen.  
Tabel 4.7 
Hasil Analisis Regresi Berganda 
 
 
Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi ganda dengan 
menggunakan program SPSS diperoleh persamaan regresi  yaitu Ŷ = 5,177 + 
0,221 X1 + 0,447X2 + 0,492 X3.   Berdasarkan persamaan regresi berganda di 
atas dapat diambil suatu analisis bahwa:  
a. Konstanta sebesar 5,177 artinya jika tidak ada variabel sikap, motivasi 
masyarakat dan kepemimpinan kepala kelurahan maka partisipasi 
masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kelurahan 
Margadana Kota Tegal adalah sebesar 5,177 satuan.  
b. Koefisien regresi untuk variabel sikap sebesar 0,221 dan bertanda positif 
artinya jika variabel  0,221 ditingkatkan sedangkan variabel lain tetap, 
maka akan menyebabkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam 
membayar pajak bumi dan bangunan di kelurahan Margadana Kota 




c. Koefisien regresi untuk variabel motivasi masyarakat sebesar 0,447 dan 
bertanda positif artinya jika variabel motivasi masyarakat ditingkatkan 
sedangkan variabel lain tetap, maka akan menyebabkan peningkatan 
partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di 
kelurahan Margadana Kota Tegal sebesar 0,447 satuan. 
d. Koefisien regresi untuk variabel kepemimpinan kepala kelurahan sebesar 
0,492 dan bertanda positif artinya jika variabel kepemimpinan kepala 
kelurahan ditingkatkan sedangkan variabel lain tetap, maka akan 
menyebabkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam membayar 
pajak bumi dan bangunan di kelurahan Margadana Kota Tegal sebesar 
0,492 satuan. 
 
4. Pengujian Hipotesis 
a. Uji Simultan 
Uji  statistik F  pada  dasarnya  menunjukkan  apakah  semua 
variabel  independen  yang  dimasukkan  dalam  model  mempunyai 
pengaruh secara bersama-sama/simultan terhadap variabel dependen 
(Ghozali,  2016: 16).  Uji  ini  digunakan  untuk  menguji kelayakan  
model  (goodness  of  fit).    Tingkat  signifikansi  yang digunakan  
sebesar  5%.  Untuk  menguji  pengaruh  variabel  independen  
(terhadap variabel  dependen  dilakukan  dengan  melihat  pada  




Jika  tingkat  signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05  atau  5%  maka 
hipotesis  yang  diajukan  diterima  atau  dikatakan  signifikan  (Ha 
diterima dan H0 ditolak), artinya secara simultan variabel bebas 
berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  dependen  (Y)  = hipotesis 
diterima.  Jika  tingkat  signifikansi  lebih  besar  dari  0,05  atau  5%  
maka hipotesis  yang  diajukan  ditolak  atau  dikatakan  tidak  
signifikan  (Ha ditolak dan H0 diterima), artinya secara simultan 
variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 
dependen (Y) = hipotesis ditolak. 
Tabel 4.8 
Hasil Uji Simultan 
 
 
Dari pengujian uji simultan dengan menggunakan SPSS diperoleh 
nilai sig = 0,000 < 0,05  sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap, 
motivasi masyarakat dan kepemimpinan kepala kelurahan berpengaruh 
terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan 
bangunan di kelurahan Margadana Kota Tegal. 
 
c. Uji Parsial (Uji t) 
Uji  statistik  t  pada  dasarnya  menunjukkan  seberapa  jauh pengaruh  
satu  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen dengan  




:17). Untuk  mengetahui  nilai  t  statistik  tabel ditentukan tingkat 
signifikansi 5%.  
Tabel 4.9 
Hasil Uji Parsial 
 
 
Dari pengujian parsial dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai 
sig = 0,036 < 0,05  sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap berpengaruh 
positif signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak 
bumi dan bangunan di Kelurahan Margadana Kota Tegal. 
Dari pengujian parsial dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai 
sig = 0,005 < 0,05  sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi 
masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap partisipasi 
masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan 
Margadana Kota Tegal. 
Dari pengujian parsial dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai 
sig = 0,000 < 0,05  sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan 
kepala kelurahan berpengaruh positif signifikan terhadap partisipasi 
masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan 






5. Koefisien Determinasi 
Koefisien  determinasi  pada  intinya  mengukur  seberapa  jauh 
kemampuan  model  dalam  menerangkan  variasi  variabel  dependen. 
Nilai  R2 terletak  antara  0  sampai  dengan  1  (0  ≤  R2 ≤  1).  Tujuan 
menghitung  koefisien  determinasi  adalah  untuk  mengetahui pengaruh 
variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika dalam proses mendapatkan  
nilai  R2 yang  tinggi  adalah  baik,  tetapi  jika  nilai  R2 rendah tidak 
berarti model regresi jelek (Ghozali, 2016 : 15). 
 Tabel 4.10 
Hasil Analisis Koefisien Determinasi 
 
 
Besarnya pengaruh dari sikap, motivasi masyarakat dan 
kepemimpinan kepala kelurahan secara simultan terhadap partisipasi 
masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan 
Margadana Kota Tegal sebesar 33 % dan selebihnya yaitu sebesar 67 % 
dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. 
 
D. Pembahasan 
1. Pengaruh sikap terhadap partisipasi membayar pajak bumi dan bangunan 
Penelitian ini membuktikan bahwa sikap berpengaruh terhadap 
partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di 
Kelurahan Margadana Kota Tegal, dibuktikan dari pengujian hipotesis 




Demi tercapainya realisasi penerimaan PBB untuk mencapai target 
dibutuhkan partisipasi yang tinggi dari wajib pajak untuk membayar pajak. 
Partisipasi untuk membayar pajak adalah masalah pola pikir yang 
mempengaruhi kesadaran pembayar pajak untuk memenuhi dan 
melaksanakan kewajiban perpajakannya. Partisipasi masyarakat dalam 
membayar pajak dapat dilihat dari sikap dan perilaku wajib pajak yang 
diperlihatkan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sadar akan 
pentingnya membayar pajak, taat terhadap peraturan, selalu tepat waktu 
dan lancar dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Pasaribu, 2017).  
Sikap merupakan evaluasi keyakinan atau perasaan positif atau negatif 
seorang individu ketika harus melakukan sebuah perilaku. Keyakinan-
keyakinan Masyarakat tentang partisipasi masyarakat akan menghasilkan 
sikap terhadap kepatuhan pajak baik berupa sikap positif atau sikap 
negatif. Pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang memilih untuk 
bersikap buruk dengan tidak atau terlambat membayar pajak. Hal tersebut 
terjadi adalah karena Masyarakat masih belum sadar bahwa pajak 
merupakan kontribusi positif untuk negara melainkan hanya sebatas 
kewajiban yang akan selesai jika sudah terbayar meskipun dengan 
katerlambatan. Sikap Masyarakat tersebut bertentangan dengan prinsip 
pajak itu sendiri yang pada dasarnya merupakan bentuk kontribusi 




Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha 
(2002) membuktikan bahwa terdapat pengaruh sikap terhadap partisipasi 
masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 
 
2. Pengaruh motivasi terhadap partisipasi membayar pajak bumi dan 
bangunan 
Penelitian ini membuktikan bahwa motivasi masyarakat berpengaruh 
terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan 
bangunan di Kelurahan Margadana Kota Tegal, dibuktikan dari pengujian 
hipotesis dengan nilai signifikansi sebesar 0,005. 
Salah satu faktor yang mempengaruhi permasalahan partisipasi 
membayar pajak bumi dan bangunan adalah motivasi. Motivasi berasal 
dari kata ‘Movere” yang berarti”dorongan atau pengerak”. Adanya 
motivasi ini diharapkan dapt meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk 
menumbuhkan motivasi wajib pajak, maka dalam pelaksanaan sosialisasi 
aparat pajak harus memaparkan secara konkret manfaat dari pajak dan 
menumbuhkan kesadaran bahwa pajak yang digunakan untuk keperluan 
negara bagi kemakmuran rakyat. Motivasi adalah suatu dorongan yang 
berasal dari dalam dan luar individu yang melatarbelakangi seseorang 
untuk melakukan suatu kegiatan. Adanya motivasi dalam hal membayar 
pajak akan mempengaruhi patuh atau tidaknya masyarakat dalam 
melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi motivasi 




tingkat partisipasinya, sehingga penerimaan pajak oleh pemerintah daerah 
juga semakin meningkat (Sumarauw, 2017:14). 
Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Arjani 
(2017) dan Nugraha (2002) membuktikan bahwa terdapat pengaruh 
motivasi terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan 
bangunan. 
 
3. Pengaruh kepemimpinan terhadap partisipasi membayar pajak 
Penelitian ini membuktikan bahwa kepemimpinan kepala kelurahan 
berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi 
dan bangunan di Kelurahan Margadana Kota Tegal, dibuktikan dari 
pengujian hipotesis dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. 
Untuk meningkatkan partisipasi masayarakat dalam membayar pajak, 
maka diperlukan pengaruh kepemimpinan Lurah sebagai kepala 
pemerintahan terdepan serta pemerintah-pemerintah yang ada di kelurahan 
Margadanan untuk memanfaatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan yang 
ada didaerahnya dan memotivasi aparatnya serta masyarakat yang ada agar 
dapat menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Adanya 
sebagian masyarakat yang belum memenuhi kewajibannya dalam 
membayar PBB otomatis merupakan hambatan yang dalam pemungutan 
pajak (Prihartanto, 2013). 
Kepemimpinan melibatkan penggunaan pengaruh dan semua 




kemampuan pemimpin dalam mempengaruhi orang lain dalam melakukan 
kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi 
kepemimpinan merupakan aspek yang paling nyata dari kegiatan 
manajemen Hambatan dalam pemungutan PBB bukanlah merupakan 
usaha nyata dari masyarakat, namun karena kondisi masyarakat yang 
kurang sadar dalam membayar PBB atau bahkan tidak tau tentang seluk 
beluk fungsi dan manfaat dari pembayaran pajak itu sendiri (Sari, 
2018:11). 
Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari 
(2018) dan Sumarauw (2017) yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh 









KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil 
beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penelitian ini membuktikan bahwa sikap berpengaruh terhadap partisipasi 
masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan 
Margadana Kota Tegal, dibuktikan dari pengujian hipotesis dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,036. Semakin baik sikap masyarakat maka semakin 
tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan 
di Kelurahan Margadana Kota Tegal. 
2. Penelitian ini membuktikan bahwa motivasi masyarakat berpengaruh 
terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan 
bangunan di Kelurahan Margadana Kota Tegal, dibuktikan dari pengujian 
hipotesis dengan nilai signifikansi sebesar 0,005. Semakin tinggi motivasi 
masyarakat maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar 
pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Margadana Kota Tegal. 
3. Penelitian ini membuktikan bahwa kepemimpinan kepala kelurahan 
berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi 
dan bangunan di Kelurahan Margadana Kota Tegal, dibuktikan dari 
pengujian hipotesis dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Semakin baik 




masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan 
Margadana Kota Tegal. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka dapat diberikan beberapa 
saran sehubungan dengan penelitian ini, yaitu : 
 
1. Perlu adanya pengawasan dan evaluasi terhadap motivasi, system 
komunikasi Lurah sehingga partisipasi masyarakat dapat lebih 
ditingkatkan guna mendukukung program pemerintah dalam usaha 
pemerataan pembangunan di segala bidang.  
2. Perlu meningkatkan atau memberi lebih banyak informasi tentang realisasi 
keputusan yang dibuat oleh Lurah, sehingga dapat memberikan 
pemahaman terhadap masyarat wajib pajak. 
3. Penelitian ini hanya dilakukan pada kelurahan Margadana, bagi penelitian 
mendatang yang akan meneliti dengan tema yang sama sengan penelitian 
ini sebaiknya menambah subyek penelitian atau responden yang berasal 
dari kelurahan lain dalam satu kecamatan Margadana. 
4. Penelitian mendatang yang akan melakukan penelitian yang sama dengan 
penelitian ini sebaiknya menggunakan  variabel lain atau menambah 
variabel bebas yang diduga berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat, 
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 Kepada Yth.  
 Bapak/Ibu  Responden Penelitian 
 Di tempat  
 
 
Dengan hormat,  
Melalui kuesioner ini saya mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu 
untuk meluangkan waktu memberikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan 
yang terlampir. Kuesioner ini merupakan alat untuk mengumpulkan data 
penelitian untuk skripsi. Adapun topik penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah 
tentang “Pengaruh Sikap, Motivasi Masyarakat Dan Kepemimpinan Kepala 
Kelurahan Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan 
Bangunan Di Kelurahan Margadana Kota Tegal”.  
Tujuan dari pengumpulan data ini semata-mata hanya untuk kepentingan 
akademis dalam bentuk penyusunan skripsi pada program studi Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal. Data yang diperoleh 
dari kuesioner ini hanya digunakan untuk penelitian ini dan semua jawaban akan 
diperlakukan sesuai kode etik ilmiah dan tidak sama sekali dimaksudkan untuk 
memberi penilaian yang dapat merugikan karier Bapak/ Ibu.  
Atas bantuan dan waktu yang Bapak/Ibu berikan untuk mengisi kuesioner 
ini, saya ucapakan terima kasih.  
 
 
 Hormat Saya,  
 Peneliti  
 
 





Isilah dan berilah tanda silang (X) atau checklist (√) pada isian berikut : 
1. Umur  :     .............   tahun 
a.   21 – 30  tahun             b.   31 – 40  tahun 
c.   41 -50  tahun  d.   > 51 tahun 
2. Jenis Kelamin : 
a.   Laki-Laki             b.   Perempuan 
 
3. Tingkat pendidikan terakhir 
a.    Sekolah Menengah Atas                         
b.    Diploma   
c.    Sarjana 
 
Petunjuk Pengisian Kuesioner 
 
Bapak/Ibu dimohon memberi tanda silang (X) atau checklist (√) pada  kolom  














SS     =  Sangat setuju 
S       =  Setuju 
KS    =  Kurang Setuju 
TS    =  Tidak setuju 









SS S KS TS STS 
1 Masyarakat antusias, aktif dan turut serta dalam 
musyawarah perencanaan pembangunan 
(musrenbang)  
     
2 Masyarakat aktif menyampaikan aspirasi 
berdasarkan prioritas masalah dan benar-benar 
sesuai kebutuhan masyarakat. 
     
3 Masyarakat berpartisipasi menyumbangkan dana 
dan tenaga dalam pelaksanaan pembangunan 
     
4 Masyarakat bersama-sama aparat kelurahan 
bersama-sama merencanakan besarnya anggaran 
yang akan dipakai dalam pembangunan fasilitas 
umum. 
     
5 Masyarakat berpartisipasi menyumbangkan 
material bahan bangunan dalam rangka 
pembangunan fisik 
     
6 Masyarakat berpartisipasi dengan cara 
melakukan pemantauan, monitoring 
pada saat pelaksaan pengerjaan program 
pembangunan 










SS S KS TS STS 
1 Saya memiliki keinginan membanyak 
pajak sesuai dengan jumlah yang 
sebenarnya tepat pada waktunya. 
     
2 Saya berharap pajak  yang diterima oleh 
pemerintah dimanfaatkan dengan sebaik-
baiknya dan dilaporkan secara transparan 
     
3 Menurut saya, sistem perpajakan saat ini 
menguntungkan Wajib Pajak 
     
4 Menurut saya, membayar pajak sesuai 
dengan yang sebenarnya berarti Wajib 
Pajak telah memberi kontribusi kepada 
Negara untuk pembangunan. 











SS S KS TS STS 
1 Saya menyadari bahwa saya harus jujur 
dalam melaporkan dan membayar pajak. 
     
2 Saya membayar pajak tepat waktu karena 
ini adalah kewajiban Saya sebagai warga 
negara yang baik. 
     
3 Aparat kelurahan mendorong agar seluruh 
warga membayar pajak tepat waktu.  
     
4 Rekan kerja, teman dan kerabat 
memberikan dorongan agar membayar 
pajak tepat waktu 
     
 
 





SS S KS TS STS 
1 Kepala kelurahan Margadana memiliki 
ketrampilan profesional sehingga kelurahan 
Margadana semakin maju dalam 
pembangunan. 
     
2 Kepala kelurahan Margadana bisa 
mengambil keputusan yang tepat. 
     
3 Kepala kelurahan Margadana memberikan 
apresiasi terhadap partisipasi warga dalam 
membayar pajak 
     
4 Kepala kelurahan Margadana dapat 
memberikan inspirasi kepada warga untuk 
tepat waktu membayar pajak 












1 2 3 4 
1 4 4 3 4 15 
2 4 4 3 4 15 
3 4 4 4 4 16 
4 5 5 4 5 19 
5 4 5 4 4 17 
6 5 4 4 4 17 
7 4 4 4 4 16 
8 3 3 3 3 12 
9 4 5 3 4 16 
10 4 4 3 4 15 
11 4 4 4 4 16 
12 4 4 4 4 16 
13 4 4 4 4 16 
14 4 2 3 4 13 
15 3 3 3 4 13 
16 5 5 5 5 20 
17 3 3 4 3 13 
18 5 5 4 3 17 
19 2 3 2 3 10 
20 2 3 2 3 10 
21 4 5 4 4 17 
22 4 4 4 4 16 
23 4 4 4 4 16 
24 4 4 3 4 15 
25 4 3 4 4 15 
26 4 5 4 4 17 
27 4 5 4 4 17 
28 4 4 4 1 13 
29 4 4 4 4 16 
30 4 4 3 3 14 
31 4 5 3 4 16 
32 4 4 3 3 14 
33 4 3 2 3 12 
34 4 4 4 4 16 
35 4 4 4 4 16 
36 4 5 4 4 17 
37 4 5 4 4 17 
38 2 3 4 4 13 







1 2 3 4 
40 4 4 4 4 16 
41 4 4 4 5 17 
42 4 5 4 5 18 
43 5 5 4 3 17 
44 5 5 4 4 18 
45 4 4 4 4 16 
46 3 4 3 4 14 
47 4 4 4 4 16 
48 3 5 5 3 16 
49 4 5 5 4 18 
50 5 5 5 5 20 
51 4 5 5 5 19 
52 4 4 4 3 15 
53 5 4 4 4 17 
54 5 4 4 4 17 
55 5 4 4 4 17 
56 4 4 4 3 15 
57 4 4 3 3 14 
58 4 5 3 4 16 
59 3 4 3 3 13 
60 4 3 4 3 14 
61 4 4 4 5 17 
62 4 4 4 4 16 
63 5 5 4 5 19 
64 4 5 3 4 16 
65 5 5 4 4 18 
66 4 3 4 3 14 
67 4 4 3 3 14 
68 4 4 4 4 16 
69 5 4 4 4 17 
70 4 5 4 4 17 
71 5 4 5 4 18 
72 4 3 4 4 15 
73 4 4 5 5 18 
74 5 4 4 5 18 
75 2 2 3 4 11 
76 3 3 4 3 13 
77 3 3 4 3 13 
78 3 4 4 1 12 
79 4 4 4 4 16 
80 4 4 5 5 18 
81 4 5 4 4 17 
82 3 3 3 3 12 
83 4 3 5 4 16 
84 4 4 3 3 14 







1 2 3 4 
86 4 4 3 4 15 
87 5 4 5 4 18 
88 4 4 4 4 16 
89 5 5 5 5 20 
90 5 5 5 5 20 
91 5 5 5 5 20 
92 5 5 4 5 19 
93 4 4 3 5 16 












1 2 3 4 
1 2 3 3 4 12 
2 2 3 3 4 12 
3 5 5 5 5 20 
4 3 3 3 4 13 
5 2 2 4 4 12 
6 3 2 4 3 12 
7 3 2 2 2 9 
8 2 2 5 5 14 
9 1 1 4 4 10 
10 3 3 3 4 13 
11 2 2 3 3 10 
12 2 2 4 4 12 
13 2 2 4 4 12 
14 2 2 2 4 10 
15 3 3 2 3 11 
16 3 3 3 3 12 
17 4 4 3 4 15 
18 2 2 3 4 11 
19 2 3 4 5 14 
20 5 5 4 4 18 
21 4 3 4 4 15 
22 3 2 2 2 9 
23 3 2 4 2 11 
24 3 3 3 3 12 
25 4 3 4 4 15 
26 3 3 4 4 14 
27 5 2 4 4 15 
28 1 2 4 3 10 
29 3 3 2 3 11 
30 3 3 4 4 14 
31 3 3 4 4 14 
32 3 4 3 4 14 
33 5 1 5 5 16 
34 3 3 4 4 14 
35 3 3 4 4 14 
36 3 3 3 4 13 







1 2 3 4 
38 4 4 4 4 16 
39 2 2 3 4 11 
40 4 4 3 3 14 
41 2 2 4 5 13 
42 4 4 5 4 17 
43 4 4 4 4 16 
44 4 3 3 4 14 
45 2 2 2 4 10 
46 1 4 4 5 14 
47 3 3 4 4 14 
48 1 1 3 4 9 
49 4 4 4 5 17 
50 2 4 4 3 13 
51 3 3 4 4 14 
52 3 4 3 2 12 
53 3 3 4 4 14 
54 1 1 4 3 9 
55 1 1 4 3 9 
56 2 3 3 4 12 
57 2 2 3 5 12 
58 2 2 3 4 11 
59 3 3 4 3 13 
60 2 2 4 4 12 
61 3 3 3 3 12 
62 3 3 3 3 12 
63 1 1 4 4 10 
64 2 2 3 4 11 
65 1 1 4 4 10 
66 3 3 4 4 14 
67 3 3 3 3 12 
68 4 4 4 4 16 
69 3 1 1 1 6 
70 5 4 4 5 18 
71 4 2 2 3 11 
72 3 3 2 2 10 
73 4 5 4 4 17 
74 3 3 3 3 12 
75 3 1 3 5 12 
76 3 3 4 2 12 
77 3 4 3 3 13 







1 2 3 4 
79 2 3 2 3 10 
80 2 2 3 2 9 
81 2 2 2 4 10 
82 2 2 4 4 12 
83 4 3 5 4 16 
84 3 3 3 3 12 
85 5 4 4 4 17 
86 3 4 4 4 15 
87 4 4 4 4 16 
88 3 3 4 4 14 
89 5 5 4 4 18 
90 5 5 5 4 19 
91 4 4 5 5 18 
92 5 5 5 5 20 
93 3 3 3 2 11 











1 2 3 4 
1 3 4 4 4 15 
2 3 4 4 4 15 
3 5 2 3 3 13 
4 4 4 4 3 15 
5 3 4 4 4 15 
6 4 5 4 3 16 
7 3 4 4 4 15 
8 3 2 4 2 11 
9 3 4 4 3 14 
10 3 4 4 4 15 
11 3 3 3 3 12 
12 4 4 4 4 16 
13 4 4 4 4 16 
14 3 4 4 3 14 
15 2 3 4 3 12 
16 3 3 4 3 13 
17 4 4 3 3 14 
18 5 4 4 4 17 
19 4 5 4 3 16 
20 2 2 3 3 10 
21 3 5 4 4 16 
22 2 5 4 5 16 
23 3 4 4 3 14 
24 4 4 4 4 16 
25 3 4 3 3 13 
26 3 4 4 4 15 
27 3 4 4 4 15 
28 1 4 5 4 14 
29 4 3 4 2 13 
30 5 3 3 4 15 
31 4 3 4 4 15 
32 3 4 4 3 14 
33 4 2 4 4 14 
34 4 4 3 4 15 
35 3 3 4 2 12 
36 3 4 4 5 16 
37 3 4 4 5 16 
38 4 3 4 4 15 
39 4 3 4 4 15 
40 4 4 4 4 16 







1 2 3 4 
42 5 4 5 4 18 
43 5 5 3 3 16 
44 4 2 2 3 11 
45 3 3 4 2 12 
46 3 3 4 1 11 
47 4 3 4 3 14 
48 4 4 5 5 18 
49 3 4 4 3 14 
50 4 4 4 4 16 
51 4 4 4 5 17 
52 4 3 4 4 15 
53 3 4 5 4 16 
54 2 4 4 4 14 
55 2 4 4 4 14 
56 3 3 3 3 12 
57 4 4 5 3 16 
58 3 4 5 4 16 
59 4 4 4 4 16 
60 3 4 4 4 15 
61 4 4 4 4 16 
62 4 4 4 4 16 
63 4 4 4 4 16 
64 2 4 4 4 14 
65 2 5 4 4 15 
66 3 4 4 5 16 
67 3 3 3 4 13 
68 4 4 4 4 16 
69 4 3 3 4 14 
70 4 5 4 5 18 
71 5 5 4 5 19 
72 3 4 3 3 13 
73 5 5 4 4 18 
74 4 2 4 2 12 
75 4 2 4 3 13 
76 4 4 4 4 16 
77 3 4 3 4 14 
78 5 3 4 3 15 
79 3 3 3 3 12 
80 3 2 3 3 11 
81 4 3 3 3 13 
82 3 4 4 3 14 
83 4 4 4 3 15 
84 4 3 3 3 13 
85 2 3 3 3 11 
86 4 4 3 4 15 







1 2 3 4 
88 3 3 4 2 12 
89 5 5 4 5 19 
90 4 5 4 4 17 
91 4 5 5 4 18 
92 4 5 5 4 18 
93 4 4 4 4 16 








Data Penelitian Variabel Partisipasi Mayarakat 
 
Responden 
  Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 
1 3 4 4 4 3 4 22 
2 3 4 4 4 3 4 22 
3 3 3 2 3 3 3 17 
4 3 4 4 3 4 3 21 
5 4 4 3 4 4 2 21 
6 3 4 4 3 4 3 21 
7 3 4 4 3 3 4 21 
8 3 4 2 4 3 2 18 
9 4 4 3 4 4 1 20 
10 4 4 4 4 4 2 22 
11 4 3 4 3 4 4 22 
12 4 4 3 4 4 4 23 
13 4 4 4 4 4 4 24 
14 3 4 4 4 3 3 21 
15 1 4 4 3 2 4 18 
16 4 4 4 4 4 5 25 
17 4 3 3 3 4 3 20 
18 4 3 4 5 3 3 22 
19 4 3 4 3 4 4 22 
20 4 4 4 3 5 4 24 
21 4 4 4 4 4 4 24 
22 4 4 4 4 4 3 23 
23 4 4 4 4 4 4 24 
24 4 4 3 3 4 4 22 
25 4 4 4 4 4 4 24 
26 3 4 4 5 4 3 23 
27 4 4 4 4 4 4 24 
28 4 4 1 2 2 2 15 
29 1 4 2 3 3 3 16 
30 4 4 4 4 4 1 21 
31 4 4 3 4 4 1 20 
32 4 4 3 3 4 3 21 
33 4 4 3 4 4 3 22 
34 4 4 4 4 4 4 24 
35 2 4 3 3 3 3 18 
36 4 4 3 4 5 4 24 
37 4 4 3 4 5 4 24 
38 4 4 3 3 3 3 20 





  Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 
40 4 3 2 1 2 3 15 
41 4 4 4 4 4 4 24 
42 5 4 5 3 4 5 26 
43 5 4 5 3 4 5 26 
44 4 4 3 3 2 2 18 
45 5 4 5 5 4 5 28 
46 3 4 3 3 3 3 19 
47 4 5 3 4 5 4 25 
48 4 4 4 4 4 4 24 
49 4 4 4 4 4 1 21 
50 4 4 4 4 4 1 21 
51 5 5 5 4 4 5 28 
52 3 4 3 4 4 3 21 
53 4 4 3 4 4 5 24 
54 5 4 4 3 4 3 23 
55 3 4 3 4 4 3 21 
56 4 4 3 4 4 3 22 
57 3 3 4 5 4 5 24 
58 3 4 3 5 4 2 21 
59 4 4 3 3 3 3 20 
60 4 4 4 4 5 5 26 
61 4 4 4 4 4 3 23 
62 4 4 4 4 4 4 24 
63 4 4 4 4 4 2 22 
64 4 4 4 4 4 3 23 
65 4 4 4 5 4 4 25 
66 4 4 4 4 4 4 24 
67 4 4 4 4 4 4 24 
68 4 4 4 4 4 4 24 
69 4 4 4 4 4 4 24 
70 4 4 4 5 4 4 25 
71 4 4 4 4 5 5 26 
72 4 4 4 4 4 2 22 
73 5 5 4 4 5 5 28 
74 4 4 4 4 4 4 24 
75 2 2 1 3 4 1 13 
76 3 3 4 4 4 3 21 
77 4 4 4 4 5 5 26 
78 1 2 3 3 2 4 15 
79 4 4 2 4 4 2 20 
80 4 3 3 4 3 4 21 
81 3 3 2 4 4 4 20 
82 4 4 3 4 4 4 23 
83 4 5 5 4 3 4 25 
84 4 4 3 3 4 3 21 





  Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 
86 4 5 3 4 4 4 24 
87 3 4 4 5 5 5 26 
88 4 4 4 5 3 4 24 
89 5 5 5 5 5 4 29 
90 5 5 5 5 5 5 30 
91 5 4 5 4 5 5 28 
92 4 4 5 5 5 5 28 
93 2 4 2 4 4 3 19 












1 ,558** ,465** ,427** ,810**
,000 ,000 ,000 ,000
93 93 93 93 93
,558** 1 ,368** ,348** ,757**
,000 ,000 ,001 ,000
93 93 93 93 93
,465** ,368** 1 ,362** ,723**
,000 ,000 ,000 ,000
93 93 93 93 93
,427** ,348** ,362** 1 ,721**
,000 ,001 ,000 ,000
93 93 93 93 93
,810** ,757** ,723** ,721** 1
,000 ,000 ,000 ,000





















X1_1 X1_2 X1_3 X1_4 Sikap













Listwise deletion based on all
















1 ,623** ,271** ,149 ,769**
,000 ,009 ,153 ,000
93 93 93 93 93
,623** 1 ,266* ,143 ,762**
,000 ,010 ,172 ,000
93 93 93 93 93
,271** ,266* 1 ,537** ,688**
,009 ,010 ,000 ,000
93 93 93 93 93
,149 ,143 ,537** 1 ,594**
,153 ,172 ,000 ,000
93 93 93 93 93
,769** ,762** ,688** ,594** 1
,000 ,000 ,000 ,000





















X2_1 X2_2 X2_3 X2_4
Motivasi_
masyarakat
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 













Listwise deletion based on all














1 ,054 -,041 ,100 ,479**
,606 ,695 ,338 ,000
93 93 93 93 93
,054 1 ,413** ,507** ,776**
,606 ,000 ,000 ,000
93 93 93 93 93
-,041 ,413** 1 ,243* ,553**
,695 ,000 ,019 ,000
93 93 93 93 93
,100 ,507** ,243* 1 ,740**
,338 ,000 ,019 ,000
93 93 93 93 93
,479** ,776** ,553** ,740** 1
,000 ,000 ,000 ,000





















X3_1 X3_2 X3_3 X3_4
Kepemim
pinan
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 













Listwise deletion based on all














1 ,427** ,456** ,182 ,450** ,225* ,664**
,000 ,000 ,081 ,000 ,030 ,000
93 93 93 93 93 93 93
,427** 1 ,375** ,286** ,324** ,182 ,571**
,000 ,000 ,005 ,002 ,082 ,000
93 93 93 93 93 93 93
,456** ,375** 1 ,425** ,352** ,474** ,781**
,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000
93 93 93 93 93 93 93
,182 ,286** ,425** 1 ,480** ,220* ,614**
,081 ,005 ,000 ,000 ,034 ,000
93 93 93 93 93 93 93
,450** ,324** ,352** ,480** 1 ,324** ,705**
,000 ,002 ,001 ,000 ,002 ,000
93 93 93 93 93 93 93
,225* ,182 ,474** ,220* ,324** 1 ,679**
,030 ,082 ,000 ,034 ,002 ,000
93 93 93 93 93 93 93
,664** ,571** ,781** ,614** ,705** ,679** 1
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000





























Y_1 Y_2 Y_3 Y_4 Y_5 Y_6 Partisipasi
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 













Listwise deletion based on all





























All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Partisipasib. 
 
Model Summary






















Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Kepemimpinan, Motivasi_masyarakat, Sikapa. 
Dependent Variable: Partisipasib. 
 
Coefficientsa
5,177 2,626 1,972 ,052
,492 ,136 ,340 3,615 ,000
,221 ,104 ,189 2,127 ,036

















































Test distribution is Normal.a. 
Calculated from data.b. 
 
